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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Harga Pertamax Naik, 
Pertalite dan Solar Tetap

Pemda Parmout Matangkan
Strategi Tekan Kemiskinan dan ATS

Telkomsel dan 
TVRI Perluas Akses 

Piala Dunia 2026

Rektor Untad Silaturahmi
ke Polda Sulteng 

Bakamla Perkuat 
Keamanan Laut

di Tolitoli
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Pertalite dan Solar Tetap
SULTENG RAYA - Pertamina Patra Niaga 

melakukan penyesuaian harga jual BBM 
nonsubsidi untuk produk Pertamax 

dan Pertamax Green yang berlaku 
mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian 

tersebut dilakukan setelah me-
lalui evaluasi berkala dengan 

mempertimbangkan per-
kembangan harga minyak 
dunia, harga pasar keeko-

nomian, serta koordina-
si bersama pemerintah 

sebagai regulator.

Corporate Secretary Per-
tamina Patra Niaga, Roberth 
MV Dumatubun, menjelas-
kan bahwa penyesuaian har-
ga BBM nonsubsidi merupa-
kan bagian dari mekanisme 
yang berlaku untuk menjaga 
keberlanjutan penyediaan 
energi dan kualitas layanan 
kepada masyarakat.

“Penyesuaian harga Per-
tamax dan Pertamax Green 
dilakukan sesuai formula 
harga yang ditetapkan pe-
merintah dan telah melalui 
proses evaluasi berkala. 
Di saat yang sama, harga 
BBM subsidi yaitu Pertali-
te tetap Rp10.000 per liter 
dan Biosolar tetap Rp6.800 
per liter sehingga masyara-
kat pengguna BBM subsidi 
tetap mendapatkan layanan 
dengan harga yang telah 
ditetapkan pemerintah,” 

* Dexlite (CN 51): Rp23.500/liter (tetap)
* Pertamina Dex (CN 53): Rp25.350/liter (tetap)

* Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
* Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)

* Pertamax (RON 92): dari Rp12.600/liter menjadi Rp16.650/liter
* Pertamax Green 95 (RON 95): dari Rp12.900/liter menjadi Rp17.000/liter
* Pertamax Turbo (RON 98): Rp21.200/liter (tetap)

HARGA TERBARU

MELALUI MAXStream TV, pelanggan dapat mengakses 
hingga 104 pertandingan, termasuk highlight dan konten 
premium, tanpa bergantung pada satu kanal atau waktu 
tertentu. FOTO : TELKOMSEL

SULTENG RAYA –  Menyambut momentum 
Piala Dunia 2026, Telkomsel bersama TVRI meng-
hadirkan ‘Bola Gembira MAXStream TV’ sebagai 
solusi agar masyarakat Indonesia, dari kota hingga 
pelosok, tetap dapat menikmati setiap pertandingan 
secara lebih fl eksibel. Melalui MAXStream TV, pe-
langgan dapat mengakses hingga 104 pertandingan, 
termasuk highlight dan konten premium, tanpa 
bergantung pada satu kanal atau waktu tertentu. 

Kolaborasi Telkomsel dan TVRI tidak hanya 
memperluas jangkauan siaran nasional, tetapi juga 
memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh 
lapisan masyarakat. Didukung jaringan Telkomsel 
yang andal serta teknologi 5G, dan pengalaman 
MAXStream TV yang terus ditingkatkan, pelang-
gan dapat menikmati tayangan dengan stabil baik 
melalui perangkat mobile maupun TV channel. 

Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan 
akses yang inklusif, Telkomsel bersama TVRI juga 
menyediakan 100.000 akses gratis Bola Gembira 
MAXStream TV bagi masyarakat yang membutuh-
kan, sehingga semakin banyak pelanggan dapat me-
nikmati keseruan Piala Dunia 2026 tanpa hambatan.

KAPAL RHIB Bakamla mengejar water jet boat penjaga pantai 
Jepang dengan latar belakang KN Pulau Marore Bakamla saat 
latihan patroli pengejaran kapal di perairan Jakarta, Jumat 
(24/1/2025). FOTO: ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

SULTENG RAYA - Badan Keamanan Laut 
(Bakamla) Republik Indonesia menggandeng Pe-
merintah Kabupaten Tolitoli untuk pembangunan 
kantor Stasiun Peringatan Dini (SPD) di Desa Kapas, 
Kecamatan Dakopemean.

Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim 
Tengah Bakamla RI, Kolonel Bakamla Eko Agus 
Kurniawan, Rabu, mengatakan pentingnya sinergi 
seluruh pihak dalam meningkatkan pengawasan, 
keamanan, serta keselamatan wilayah laut dan 
pesisir di daerah tersebut.

“Tentunya kami terus menjalin kolaborasi dengan 
pemerintah daerah setempat untuk membangun 
kerja sama yang lebih erat, khususnya dalam bidang 
keamanan laut dan kawasan pesisir,” kata Eko.

Ia mengemukakan pembangunan stasiun Bakam-
la di Pulau Salando tersebut dapat menjadi salah 

SULTENG RAYA – Upa-
ya menurunkan angka ke-
miskinan dan mengembali-
kan anak-anak ke bangku 
sekolah di wilayah terpencil 
terus menjadi perhatian se-
rius Pemerintah Kabupaten 
Parigi Moutong. Melalui Fo-
cus Group Discussion (FGD) 
yang digelar di Ruang Rapat 
Bupati, Selasa (9/6/2026), 
berbagai perangkat daerah 
duduk bersama menyusun 
langkah konkret agar inter-
vensi pemerintah benar-be-
nar menjangkau masyarakat 
yang selama ini hidup dalam 
keterbatasan akses.

Forum tersebut menjadi 
ruang untuk menyatukan 
persepsi sekaligus memper-
kuat sinergi lintas Organisa-
si Perangkat Daerah (OPD) 
dalam merancang program 
penanggulangan kemis-
kinan berbasis kebutuhan 
riil masyarakat, khususnya 
kelompok masyarakat adat 
yang bermukim di daer-
ah-daerah terpencil.

FGD pengentasan kemiskinan dan ATS di ruang rapat Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (9/6/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

Bupati Parigi Moutong, 
H. Erwin Burase, dalam 
arahannya mengungkap-
kan bahwa persoalan ke-
miskinan masih menjadi 
pekerjaan besar yang harus 
dituntaskan secara bertahap. 

Berdasarkan data terbaru, 
angka kemiskinan di Ka-
bupaten Parigi Moutong 
saat ini tercatat berada pada 
kisaran 13,51 persen.

Di balik angka tersebut, 
tersimpan tantangan lain 

yang tidak kalah mendesak, 
yakni masih tingginya jum-
lah Anak Tidak Sekolah 
(ATS) di sejumlah wilayah.

Menurut Bupati, data 
yang ada harus menjadi 
landasan dalam merumus-

kan kebijakan yang tepat 
sasaran. Karena itu, ma-
sukan dari tim lapangan 
dinilai sangat penting untuk 
memastikan program yang 

KUNJUNGAN 
silaturahmi 

Rektor Univer-
sitas Tadulako 
(Untad), Prof. 

Dr. Ir. Amar, 
S.T., M.T ke 

Polda Sulteng 
diterima langs-

ung oleh Ka-
polda Sulteng  

Brigjen Pol 
Nasri,  di ruang 
kerjanya, Rabu 

(10/6/2026) 
pagi. FOTO: 

HUMAS UNTAD

SULTENG RAYA– Kepa-
la Kepolisian Daerah (Ka-
polda) Sulawesi Tengah 
(Sulteng), Brigjen Pol Nasri, 
menerima kunjungan sila-
turahmi Rektor Universitas 
Tadulako (Untad), Prof. Dr. 
Ir. Amar, S.T., M.T di ruang 
kerja Kapolda Sulteng, Rabu 
(10/6/2026) pagi.

Dalam pertemuan terse-
but, Kapolda Sulteng didam-
pingi Karo SDM Kombes Pol 
Anton Sudjarwo, Dirbinmas 
Kombes Pol Dr. Sirajuddin 
Ramly, Dirintelkam Kom-

bes Pol Andi Aditya Sakti, 
Kabid Propam Kombes Pol 
Roy Satya Putra, serta Kabid 
Humas Kombes Pol Djoko 
Wienartono.

Kunjungan tersebut 
menjadi momentum un-
tuk mempererat hubungan 
kelembagaan antara Polda 
Sulawesi Tengah dan Uni-
versitas Tadulako sebagai 
salah satu perguruan tinggi 
terbesar di wilayah Sula-
wesi Tengah.

Dalam kesempatan itu, 
Rektor Untad memperkenal-

kan diri sekaligus menyam-
paikan dukungan terhadap 
upaya Polri, khususnya Pol-
da Sulawesi Tengah, dalam 
menjaga keamanan dan ke-
tertiban masyarakat (Kam-
tibmas) agar tetap aman dan 
kondusif.

Selain sebagai ajang sila-
turahmi, pertemuan tersebut 
juga membahas pentingnya 
membangun sinergi dan 
kolaborasi antara dunia aka-
demik dan Kepolisian.

Pertamax
(RON 92):

Rp12.600/liter 

Rp16.650/liter

Pertamax Green 95
(RON 95): 

Rp12.900/liter 

Rp17.000/liter



SULTENG NAMBASO2 SULTENG RAYA
KAMIS, 11 JUNI 2026

SULTENG RAYA – Dua orang 
pria diamankan Satuan Reserse 
Narkoba (Satresnarkoba) Polres 
Tojo Una-una (Touna) atas dugaan 
penyalahgunaan narkotika jenis sabu 
di wilayah Kecamatan Ratolindo, Ka-
bupaten Touna, Rabu (10/6/2026). 
Keduanya masing-masing berinisial 
RA (21), seorang mahasiswa asal 
Kelurahan Muara Toba, dan FR (20) 
seorang nelayan asal Kelurahan 
Dondo Barat.

Kasat Narkoba Iptu Rizal Polii, 
menjelaskan pengungkapan kasus 
tersebut berawal dari informasi 
masyarakat yang diterima anggota 
Satresnarkoba mengenai aktivitas pe-
redaran sabu di Jalan Lumba-Lumba, 
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan 
Ratolindo.

“Sekira pukul 09.00 Wita, anggota 
Satresnarkoba menerima informasi 
dari masyarakat mengenai dugaan 
sering terjadinya penyalahgunaan 
narkotika jenis sabu di lokasi terse-
but. Menindaklanjuti laporan itu, 

anggota langsung melakukan penye-
lidikan,” ujar Rizal. 

Setelah memastikan informasi 
yang diperoleh, petugas bergerak ke 
lokasi dan melakukan penangkapan 
serta penggeledahan terhadap kedua 
terduga pelaku. Dari hasil peng-
geledahan, anggota menemukan 
sejumlah barang bukti yang diduga 
berkaitan dengan tindak pidana 
narkotika jenis sabu. Selanjutnya 
kedua terlapor beserta barang bukti 
diamankan dan dibawa ke Mapolres 
Tojo Una-Una guna menjalani peme-
riksaan lebih lanjut.

Dalam operasi tersebut, polisi men-
gamankan barang bukti berupa 10 
paket diduga sabu dengan berat bruto 
2,44 gram, satu buah korek api, satu 
kotak plastik warna hijau, lima plastik 
klip, uang tunai sebesar Rp250 ribu, 
satu set alat hisap sabu (bong), satu 
unit telepon genggam merek Redmi 
warna biru, serta satu unit telepon ge-
nggam merek iPhone 16 warna hitam. 
Kasat menegaskan pihaknya akan 

terus melakukan pengembangan 
untuk mengungkap kemungkinan 
adanya jaringan yang lebih luas 
dalam kasus tersebut.

“Saat ini penyidik masih melaku-
kan pemeriksaan intensif terhadap 
para terlapor, termasuk melakukan 
analisis teknologi informasi untuk 
mengembangkan jaringan yang ter-
kait,” ujar kasat. 

Atas perbuatannya, kedua ter-
lapor dipersangkakan melanggar 
Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 
(1) Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika junto 
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan lainnya yang berlaku.

Polres Touna mengimbau masyara-
kat untuk terus berperan aktif mem-
berikan informasi kepada kepolisian 
apabila mengetahui adanya aktivitas 
penyalahgunaan maupun peredaran 
gelap narkotika di lingkungan ma-
sing-masing, sebagai upaya bersama 
menciptakan wilayah yang aman dan 
bebas dari narkoba. AMR

DUA orang pria, RA dan FR yang kedapatan memiliki 10 paket sabu-sabu, saat diamankan di Mapolres Touna, Rabu (10/6/2026). 
FOTO: HUMAS POLRES TOUNA

SULTENG RAYA – Seba-
nyak 46 penyuluh KB yang 
berasal dari seluruh keca-
matan di Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout) mengi-
kuti penguatan pelaksanaan 
Program Pembangunan Ke-
luarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana (Bangga 
Kencana), Senin (8/6/2026). 
Kegiatan monitoring dan 
evaluasi melalui pembin-
aan kepada para Penyuluh 
Keluarga Berencana (PKB/
PLKB) itu disampaikan oleh 
Kepala Perwakilan BKKBN 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Nuryamin, S.TP., M.M.,ber-
sama Sekretaris Perwakilan 
BKKBN Provinsi Sulawesi 
Tengah, Irmawati, S.E, yang 
berlangsung di Aula Kan-
tor Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Pendu-
duk dan Keluarga Berenca-
na (DP3AP2KB) Kabupaten 
Parmout.

Dalam arahannya, Nurya-
min, menegaskan penting-
nya ketepatan pelaporan 
dan pemutakhiran data pro-
gram di tingkat lapangan. Ia 
meminta seluruh penyuluh 
untuk memastikan Rumah 
Data Kependudukan dan 
Kampung KB selalu diper-
barui agar dapat menjadi 
dasar yang akurat dalam 
perencanaan dan pelaksa-
naan program.

Selain itu, Nuryamin juga 
mengingatkan agar seluruh 
kegiatan yang dilaksanakan 
di lapangan, baik pelayanan 

KB, bakti sosial, pembinaan 
keluarga, maupun kegi-
atan program lainnya, dapat 
didokumentasikan dan di-
laporkan secara berkala.

“Tolong dipastikan Rum-
ah Data dan Kampung KB 
selalu di-update. Seluruh 
kegiatan di lapangan seper-
ti pelayanan, bakti sosial, 
maupun kegiatan lainnya 
harus dilaporkan dengan 
baik sebagai bentuk pertang-
gungjawaban pelaksanaan 
program,” ujarnya. 

Pada kesempatan ter-
sebut, Dia juga berpesan 
kepada seluruh penyuluh 
agar memberikan perha-
tian serius terhadap pro-
gram-program prioritas Ke-
mendukbangga, termasuk 
pelaksanaan Quick Win 
Kemendukbangga serta du-
kungan terhadap program 
Makan Bergizi Gratis (MBG) 
yang menjadi salah satu 
agenda prioritas nasional.

Sementara itu, Irmawati, 
menekankan pentingnya 
peningkatan disiplin dan 
kinerja seluruh penyuluh 
KB di lapangan. Dia menje-
laskan bahwa penerapan sis-
tem reward and punishment 
akan terus dilakukan seba-
gai bentuk apresiasi kepada 
petugas yang menunjukkan 
kinerja terbaik sekaligus 
sebagai upaya pembinaan 
terhadap petugas yang be-
lum mencapai target kinerja 
yang diharapkan.

“Petugas yang menun-
jukkan kinerja baik tentu 

akan mendapatkan apresi-
asi sesuai ketentuan yang 
berlaku. Sebaliknya, bagi 
petugas yang kurang aktif 
dan tidak menunjukkan 
peningkatan kinerja akan 
dilakukan evaluasi sebagai 
bagian dari pembinaan or-
ganisasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan mo-
nitoring dan evaluasi ini, 
diharapkan para penyuluh 
KB semakin termotivasi 
untuk meningkatkan kua-
litas pelayanan, memper-
kuat pelaporan program, 
serta mendukung keber-
hasilan Program Bangga 
Kencana di Kabupaten 
Parmout.

Kegiatan berlangsung in-
teraktif dengan sesi diskusi 
dan tanya jawab antara jaja-
ran Perwakilan BKKBN Pro-
vinsi Sulawesi Tengah dan 
para penyuluh KB terkait 
berbagai tantangan pelaksa-
naan program di lapangan 
serta strategi percepatan 
pencapaian target program 
tahun 2026.

Kegiatan pembinaan turut 
didampingi oleh Ketua Tim 
Kerja 2 Keluarga Berencana 
dan Kesehatan Reproduksi 
Perwakilan BKKBN Provinsi 
Sulawesi Tengah, Liana 
Dewi Taufiq, S.E., M.M. Ke-
hadiran rombongan disam-
but oleh Kepala Bidang KB 
dan KS DP3AP2KB Kabupa-
ten Parmout, Wilna, S.Kep., 
Ns., serta Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk, 
Irwan, S.Pd. AMR

Plt KASUBBID Provost Bidpropam Polda Sulteng AKP Muh Fadly, saat memim-
pin pelaksanaan Gaktibplin terhadap personel Polda Sulteng, di lapangan apel, 
Rabu (10/6/2026). FOTO:HUMAS POLDA SULTENG

Mahasiswa dan 
Nelayan di Touna 
Tertangkap Bawa Sabu 

SULTENG RAYA – Sebanyak 
14 personel Polda Sulteng terjaring 
atau ditemukan tidak memenuhi 
ketentuan administrasi maupun 
disiplin penampilan yang telah 
ditetapkan, saat pelaksanaan Pe-
negakan Ketertiban dan Disiplin 
(Gaktibplin) terhadap personel oleh 
Bidang Profesi dan Pengamanan 
(Bidpropam), Rabu (10/6/2026) di 
lapangan apel Polda Sulteng.

Kegiatan tersebut dipimpin Plt 
Kasubbid Provost Bidpropam Pol-
da Sulteng AKP Muh Fadly dengan 
sasaran pemeriksaan kelengkapan 
penggunaan seragam dinas (gam-
pol), identitas diri, serta sikap tam-
pang sebagai bentuk pengawasan 
internal dan pembinaan disiplin 
anggota Polri.

Dalam pemeriksaan yang dila-
kukan secara menyeluruh tersebut, 
petugas memeriksa kelengkapan 
kartu identitas anggota, surat-surat 
pendukung, kerapian seragam, 
hingga penampilan personel sesuai 
ketentuan yang berlaku di lingkun-
gan Polri.

Fadly mengatakan, kegiatan 
Gaktibplin ini merupakan agenda 
rutin yang dilaksanakan sebagai 
upaya menjaga kedisiplinan, pro-
fesionalisme, dan keteladanan 
anggota Polri.

“Gaktibplin ini merupakan ben-
tuk pengawasan dan pembinaan 
internal untuk memastikan seluruh 
personel senantiasa mematuhi 
aturan yang berlaku, baik terkait 

penggunaan seragam, kelengkapan 
identitas maupun sikap tampang 
sebagai anggota Polri, untuk ang-
gota yang terjaring akan dikenakan 
sanksi administrasi,” ujarnya. 

Menurutnya, kedisiplinan me-
rupakan fondasi utama dalam 
pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh 
karena itu, setiap personel dituntut 
untuk menjadi contoh yang baik 
bagi masyarakat dengan men-
unjukkan sikap profesional dan 
berintegritas dalam menjalankan 
tugas sehari-hari.

Ia menegaskan Gaktibplin tidak 
bertujuan mencari kesalahan ang-
gota, melainkan sebagai langkah 
preventif dan edukatif agar per-
sonel senantiasa menjaga standar 
kedinasan yang telah ditetapkan 
institusi.

“Melalui kegiatan ini kami ingin 
mengingatkan seluruh personel 
agar selalu disiplin, tertib admi-
nistrasi, dan menjaga penampilan 
sesuai aturan. Hal-hal yang terlihat 
sederhana seperti kelengkapan 
identitas dan kerapian seragam me-
rupakan cerminan profesionalisme 
anggota Polri di mata masyarakat,” 
jelasnya.

Fadly berharap kegiatan Gaktib-
plin yang dilaksanakan secara rutin 
dapat meningkatkan kesadaran 
dan kepatuhan personel terhadap 
aturan kedinasan, sehingga mam-
pu mendukung terwujudnya Polri 
yang Presisi, profesional, serta 
semakin dipercaya masyarakat. AMR

SULTENG RAYA – PT Palu Ci-
tra Minerals (CPM) melaksanakan 
aksi sosial berkolaborasi dengan 
Lanal Palu dan Pemerintah Ke-
camatan Palu Barat. Kegiatan itu 
berupa pelaksanaan pasar murah 
dan pemeriksaan kesehatan gratis 
kepada masyarakat dari sejumlah 
kelurahan di wilayah tersebut, Rabu 
(10/6/2026) bertempat di Lapangan 
THU Kelurahan Ujuna.

Superintendent PPM-CSR PT 
CPM, Rahyunita Handayani men-
gungkapkan, sasaran penyaluran 
sembako murah kali ini menyasar 
sekira 1.350 warga dari berbagai 
kelurahan di Kecamatan Palu Barat, 
baik yang terdaftar dalam PKH mau-
pun penerima bansos.

“Kita tahu sekarang harga komodi-
ti di pasar cukup tinggi, sehingga kita 
harapkan ini dapat membantu masy-
arakat yang kurang mampu. Dalam 
satu paketnya terdapat beras 5 Kg, 
minyak goreng dan gula,”jelasnya.

Selain pasar murah, PT CPM juga 
melaksanakan pemeriksaan kese-

hatan gratis bagi masyarakat dan un-
tuk wilayah Palu Barat, ditargetkan 
sebanyak 300an warga. Untuk pe-
meriksaan kesehatan gratis sendiri, 
pihaknya menargetkan dapat meme-
riksa kesehatan sebanyak 700 warga 
yang telah dan akan dilaksanakan di 
sejumlah wilayah di Kota Palu. 

Sementara, Ketua Jalasenastri Ca-
bang 4 Lanal Palu, Arina Ali Wardha-
na menambahkan, pihaknya sangat 
mengapresiasi atas kepercayaan dari 
pihak PT CPM yang telah menggan-
deng para istri-istri prajurit TNI AL 
(Jalasenastri), dalam hal mendukung 
pendistribusian sembako murah 
maupun kelancaran pemeriksaan 
kesehatan gratis.

“Untuk kegiatan seperti ini, Jalase-
nastri Lanal Palu sendiri telah bebe-
rapa kali bekerja sama dengan pihak 
PT CPM, dan kita berharap kegiatan 
charity (amal) ini dapat bermanfaat 
bagi masyarakat,”jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan kesehatan 
gratis, dr Melissa,MPH selaku Pro-
fesional Advisor PT CPM men-

gungkapkan, jumlah warga yang 
memeriksakan kesehatan pada saat 
itu mencapai 100an orang dan kasus 
yang banyak adalah penyakit ko-
lestrol. Dia menambahkan ada tiga 
jenis pemeriksaan kesehatan yang 
dilakukan yakni kolestrol, gula darah 
dan asam urat.

“Bagi warga yang telah dilakukan pe-
meriksaan,selanjutnya akan diberikan 
obat dan juga vitamin,”jelas Melissa.

Sementara, Camat Palu Barat, 
Khomaeni,S.Sos mengaku mengapre-
siasi kegiatan kolaborasi yang telah 
dilaksanakan PT CPM dan juga Lanal 
Palu, sehingga diharapkan kede-
pannya kegiatan serupa dapat terus 
berjalan, tentunya demi membantu 
meringankan beban masyarakat atas 
kebutuhan pokok.

“Saya selaku pemerintah keca-
matan mewakili masyarakat, men-
gucapkan terima kasih atas bantu-
an pelaksanaan pasar murah dan 
pemeriksaan kesehatan gratis yang 
telah dilaksanakan di wilayah ini,”u-
jarnya. AMR

Kepala BKKBN Evaluasi 
Kinerja Penyuluh KB di Parmout 

FOTO bersama usai penyerahan simbolis paket sembako murah, dan suasana pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan PT 
CPM, Lanal Palu serta Pemerintah Kecamatan Palu Barat, di Lapangan THU, Kelurahan Ujuna, Rabu (8/6/2026). FOTO: AMAR SAKTI

Razia Disiplin, Belasan 
Personel Terjaring

KOLABORASI PT CPM-LANAL PALU

Salurkan Sembako Murah dan 
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
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Tiga instansi/satuan yang 
melaksanakan peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) 
bersama tingkat Provinsi 
Sulawesi Tengah di Tolitoli 
adalah; HUT ke-76 Satpol 
PP (Satuan Polisi Pamong 
Praja), HUT ke-64 Satlinmas 
(Satuan Perlindungan Masy-
arakat), dan HUT ke-107 
Damkar (Pemadam Kebaka-
ran). Kegiatan berskala besar 
iniU dihadiri langsung oleh 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafid, beserta jajaran 
Pemerintah Provinsi, serta 
empat bupati dari berba-
gai kabupaten di Sulawesi 
Tengah bersama unsur For-
kopimda dan perangkat 
daerah masing-masing.

Sebagai  tuan rumah 
penyelenggaraan kegiatan 
tingkat provinsi, Kabupaten 
Tolitoli menjadi pusat ber-
bagai agenda penting yang 
melibatkan ratusan peserta 
dan tamu undangan. Ke-
lancaran seluruh rangkaian 

acara mulai dari upacara 
resmi, rapat koordinasi, 
pameran, hingga hiburan 
rakyat sangat bergantung 
pada pasokan listrik yang 
tanpa kedip.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (Su-
luttenggo), Usman Bangun, 
memberikan apresiasi ting-
gi atas kerja keras tim di 
lapangan. Ia menegaskan 
bahwa kesiapan infrastruk-
tur kelistrikan adalah kunci 
utama dalam mendukung 
roda pemerintahan dan pe-
rekonomian daerah.

"Kami menyadari betul 
bahwa kehadiran Bapak 
Gubernur dan para kepala 
daerah di Tolitoli memba-
wa agenda strategis bagi 
kemajuan Sulawesi Tengah. 
Oleh karena itu, PLN berko-
mitmen hadir memberikan 
pengamanan listrik berlapis 
dengan standar keandalan 

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli sukses menjaga keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan 
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) tiga instansi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Tolitoli. FOTO: PLN

PLN Sukses Amankan Sistem Kelistrikan 
HUT Tiga Instansi di Tolitoli

SULTENG RAYA – PT PLN (Persero) Unit 
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolito-
li sukses menjaga keandalan pasokan listrik 
selama pelaksanaan peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) tiga instansi tingkat Provinsi 
Sulawesi Tengah yang dipusatkan di Ka-
bupaten Tolitoli.

tertinggi. Suksesnya acara 
ini menjadi bukti nyata ke-
siapan komitmen zero down 
time (ZDT) kami dalam 
mengawal setiap event pen-
ting," kata Usman.

Untuk mendukung kesuk-
sesan tersebut, PLN Tolitoli 
telah melakukan berbagai 
langkah antisipatif melalui 
pengamanan sistem kelis-
trikan secara menyeluruh 
sejak beberapa hari sebe-
lum acara dimulai. Petu-
gas di lapangan bergerak 
cepat melakukan inspeksi 
jaringan, pemeliharaan pre-
ventif, pengecekan gardu 
distribusi, serta penguatan 
sistem pasokan listrik pada 
lokasi-lokasi prioritas.

Manager PLN ULP Tolito-
li, Icuk Sulistianto, menyam-
paikan bahwa seluruh per-
sonel disiagakan penuh 
guna memastikan tidak ada 
kendala teknis sekecil apa 
pun selama kegiatan ber-
langsung.

“PLN selalu siap membe-
rikan layanan terbaik untuk 
mendukung agenda peme-
rintah daerah. Kami telah 
menyiapkan skema penga-
manan berlapis, menyiag-
akan personel 24 jam, serta 
mengerahkan peralatan pen-
dukung untuk memastikan 
seluruh rangkaian kegiatan 
berjalan lancar dan nyaman 
bagi para tamu undangan,” 

jelas Icuk. Selama kegiatan 
berlangsung, PLN menem-
patkan petugas di sejumlah 
titik utama kegiatan dan 
melakukan pemantauan 
sistem secara berkala. Per-
alatan back-up mutakhir 

seperti genset cadangan, 
Uninterruptible Power Sup-
ply (UPS), dan kendaraan 
operasional taktis turut di-
siagakan penuh sebagai 
langkah mitigasi cepat.

Berkat kesiapan matang 

dan koordinasi yang apik 
antara PLN, pemerintah 
daerah, dan unsur terkait, 
seluruh rangkaian kegiatan 
HUT tiga instansi tersebut 
dapat berlangsung dengan 
aman, lancar, dan sukses. 

Keberhasilan ini semakin 
menegaskan komitmen 
PLN dalam memberikan 
pelayanan prima yang andal 
sekaligus menjadi motor 
penggerak pembangunan 
di seluruh pelosok negeri.*/HJ

SULTENG RAYA – Melal-
ui momentum Hari Lingkun-
gan Hidup Sedunia 2026, PT 
PLN (Persero) menegaskan 
komitmennya terhadap ke-
lestarian alam. Langkah nyata 
ini diwujudkan oleh PLN Unit 
Pelaksana Pelayanan Pelang-
gan (UP3) Luwuk dengan 
menggelar kegiatan Jalan Se-
hat dan Aksi Bersih Lingkun-
gan pada Jumat (5/6/2026). 

Aksi yang melibatkan se-
luruh pegawai hingga tenaga 
alih daya ini menjadi bukti 
nyata kepedulian korporasi 
dalam menjaga kebersihan 
lingkungan secara berkelan-
jutan. Kegiatan berpusat di 
lingkungan kantor PLN UP3 
Luwuk dan kawasan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) Te-
luk Lalong. Rangkaian acara 
diawali dengan jalan sehat 
bersama, yang kemudian di-
lanjutkan dengan aksi pungut 
sampah khususnya sampah 
plastik, serta penataan area 
hijau di sekitar fasilitas publik 
tersebut.

General Manager PLN Unit 
Induk Distribusi (UID) Sula-
wesi Utara, Sulawesi Tengah, 
dan Gorontalo (Suluttenggo), 
Usman Bangun, memberikan 
apresiasi tinggi atas inisiatif 
ini. Ia menegaskan bahwa aksi 
lingkungan ini merupakan 

AKSI sosial peringatan hari lingkungan hidup sedunia melalui 
PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Luwuk dengan 
menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Aksi Bersih Lingkungan pada 
Jumat (5/6/2026). FOTO: PLN

PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2026

PLN UP3 Luwuk Gelar Jalan Sehat 
dan Aksi Bersih Lingkungan

cerminan dari transformasi 
PLN yang tidak hanya fokus 
pada keandalan pasokan lis-
trik, tetapi juga selaras dengan 
pilar Environmental, Social, 
and Governance (ESG).

"Peringatan Hari Lingkun-
gan Hidup Sedunia bukan se-
kadar seremoni tahunan bagi 
PLN. Ini adalah bagian dari 
identitas perusahaan yang 
terus bergerak menuju era 
energi hijau. Kami ingin me-
mastikan bahwa setiap proses 
bisnis yang dijalankan PLN 
UID Suluttenggo, termasuk 
di unit-unit pelaksana seperti 
UP3 Luwuk, selalu membawa 
dampak positif bagi ekosistem 

sekitar dan mendorong parti-
sipasi aktif masyarakat dalam 
menjaga bumi," kata Usman.

Sejalan dengan arahan ter-
sebut, Manager PLN UP3 
Luwuk, Ridwan Bogie Risma-
wan, menyampaikan bahwa 
kegiatan ini bertujuan mem-
bangun budaya peduli ling-
kungan dimulai dari internal 
insan PLN, untuk kemudian 
ditularkan kepada masyara-
kat luas.

“Melalui perpaduan jalan 
sehat dan aksi bersih ini, kami 
ingin mengampanyekan gaya 
hidup sehat yang sejalan den-
gan kelestarian alam. Lang-
kah kecil seperti mengurangi 

penggunaan plastik sekali 
pakai dan memilah sampah 
jika dilakukan secara konsis-
ten akan membawa dampak 
luar biasa bagi masa depan,” 
ujar Ridwan.

Ia menambahkan bahwa 
menjaga kelestarian lingkun-
gan adalah tanggung jawab 
kolektif. "Kami berharap bu-
daya bersih ini melekat dalam 
keseharian pegawai, baik di 
lingkungan kerja maupun di 
rumah, sehingga kita dapat 
menghadirkan lingkungan 
yang lebih sehat dan nyaman 
bagi generasi mendatang," 
katanya.

Aksi bersih-bersih di RTH 
Teluk Lalong mendapat res-
pons positif dari warga se-
kitar yang melihat langsung 
antusiasme para insan PLN 
menyisir sampah di sepanjang 
rute. Selain mempercantik 
area publik, kegiatan ini juga 
sukses mempererat kebers-
amaan dan soliditas internal 
PLN UP3 Luwuk.

Melalui aksi serentak ini, 
PLN berkomitmen untuk te-
rus konsisten menghadirkan 
energi yang andal dan ramah 
lingkungan, sekaligus men-
jadi motor penggerak dalam 
mewujudkan masa depan 
Indonesia yang lebih hijau dan 
berkelanjutan.*/HJ

SULTENG RAYA - Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI 
Palu turut menghadiri ra-
pat persiapan penerban-
gan internasional di Bandar 
Udara Mutiara SIS Al-Jufri 
sebagai bentuk komitmen 
dalam mendukung kesia-
pan operasional bandara 
dan pelayanan keimigrasian 
bagi penumpang penerban-
gan internasional, Jumat 
(5/6/2026).

Rapat tersebut dilaksana-
kan untuk memastikan ke-
siapan seluruh aspek pendu-
kung operasional bandara 
dalam menyambut kembali 
layanan penerbangan inter-
nasional. 

Saat ini, proses pembu-
kaan rute internasional 
masih berada dalam tahap 
pengajuan dan pemenuhan 
persyaratan perizinan oleh 
otoritas Bandar Udara Mu-
tiara SIS Al-Jufri kepada 
instansi dan kementerian 
terkait sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

Penerbangan perdana 
internasional direncana-
kan pada tanggal 10 Juli 
2026 dengan rute Guang-
zhou–Palu menggunakan 
maskapai China Southern. 
Kedepannya, dimungkinkan 
terdapat lima maskapai tiga 
maskapai internasional dan 
dua maskapai nasional yang 
akan melayani penerban-
gan internasional melalui 
Bandar Udara Mutiara SIS 
Al-Jufri. 

Dalam kesempatan terse-
but, pihak pengelola banda-

ra memaparkan perkem-
bangan renovasi gedung 
terminal yang sedang ber-
langsung guna mening-
katkan kualitas fasilitas, 
kenyamanan pengguna jasa, 
serta memenuhi standar 
pelayanan penerbangan 
internasional.

Sebagai instansi yang 
memiliki tugas dan fungsi 
dalam pemeriksaan lalu lin-
tas orang keluar dan masuk 
wilayah Indonesia, Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Palu 
turut menyampaikan inven-
tarisasi sarana dan prasa-
rana keimigrasian yang te-
lah tersedia maupun yang 
masih diperlukan untuk 
mendukung pelayanan di 
terminal internasional. 

Inventarisasi tersebut 
mencakup fasilitas peme-
riksaan keimigrasian, pe-
rangkat pendukung opera-
sional, serta kebutuhan sum-
ber daya yang diperlukan 
guna memastikan pelayanan 
keimigrasian dapat berjalan 
secara efektif dan sesuai 
dengan ketentuan yang ber-
laku.

Selain Imigrasi, inventari-
sasi kesiapan juga dilakukan 
oleh instansi terkait lainnya, 
yaitu Karantina dan Bea 
Cukai, sebagai bagian dari 
upaya bersama dalam me-
wujudkan layanan pener-
bangan internasional yang 
terintegrasi dan memenuhi 
standar operasional.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal, menegaskan 

bahwa pihaknya siap men-
dukung penuh pengopera-
sian penerbangan interna-
sional melalui penyediaan 
layanan keimigrasian yang 
profesional,  cepat, dan 
akuntabel.

“Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu berkomitmen 
untuk mendukung pengop-
erasian penerbangan inter-
nasional di Bandar Udara 
Mutiara SIS Al-Jufri. Kami 
terus berkoordinasi dengan 
seluruh instansi terkait un-
tuk memastikan kesiapan 
sarana, prasarana, sistem, 
serta sumber daya manusia 
guna memberikan pelay-
anan keimigrasian yang 
optimal. 

Kehadiran penerbangan 
internasional ini diharapkan 
dapat meningkatkan konek-
tivitas Sulawesi Tengah den-
gan berbagai negara serta 
memberikan dampak positif 
bagi pertumbuhan ekono-
mi dan sektor pariwisata 
daerah,” ujar Muhammad 
Akmal.

Melalui rapat koordinasi 
ini, diharapkan seluruh ke-
butuhan sarana, prasarana, 
dan dukungan operasional 
dapat segera terpenuhi se-
hingga penyelenggaraan 
penerbangan internasional 
di Bandar Udara Mutiara SIS 
Aljufri Palu dapat berjalan 
dengan aman, lancar, dan 
optimal, serta memberikan 
kontribusi positif bagi per-
tumbuhan ekonomi, investa-
si, dan konektivitas interna-
sional Sulawesi Tengah.*/YAT

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal (duduk kedua dari kiri) saat rapat kesia-
pan operasional bandara dan pelayanan keimigrasian bagi penumpang penerbangan internasional 
di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Jumat (5/6/2026). FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI PALU

Imigrasi Palu Dukung Kesiapan 
Penerbangan Internasional 

di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri
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Sigit menyampaikan hal 
itu merespons pertanyaan 
wartawan mengenai keresa-
han kelompok masyarakat 
sipil mengenai pengaturan 
pengisian jabatan sipil oleh 
anggota Polri dalam Un-
dang-Undang Polri yang 
baru disahkan kemarin.

"Polri pada prinsipnya 
memiliki aturan terkait den-
gan penempatan Polri di 
luar struktur. Syaratnya 
harus ada permintaan dari 
kementerian yang ingin 
ada anggota Polri," kata 
Sigit dalam jumpa pers di 
Gedung DPR RI, Jakarta, 
Selasa (9/6/2026).

Selain itu, lanjut Kapolri, 
personel Polri yang akan 
ditugaskan pada jabatan di 
luar institusi harus melalui 
persetujuan dari Kemente-
rian Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB).

"Dan harus mengikuti 
open bidding (seleksi ter-
buka) atau sistem merit. 
Jadi, bukan begitu saja Polri 
langsung menempatkan, 
tapi proses itu harus dilalui 
sehingga tidak dengan ser-
ta-merta," katanya.

"Kalau tidak ada permin-
taan pun juga Polri tidak 
akan mengirim," tambah 
Kapolri.

Sementara itu, Wakil Men-
teri Hukum Edward Omar 
Sharif Hiariej mengatakan, 
pemerintah menghormati 
kritik masyarakat sipil ter-
hadap revisi Undang-Un-
dang Polri. Ia mempersi-
lakan publik mengajukan 
pengujian ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) jika merasa 
dirugikan.

"Saya kira, begitu suatu 
undang-undang disahkan, 
kemudian ada masyarakat 
yang merasa hak konstitu-
sionalnya terlanggar, bisa 
dilakukan uji di Mahka-
mah Konstitusi, baik formil 
maupun materiil. Jadi, saya 

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan renovasi Masjid Al-Adzim Mapolda Riau 
dalam rangkaian kunjungan kerja dan Safari Ramadan di Pekanbaru, Selasa (17/3/2026) petang. 
FOTO: PERTAMINA

Polisi Aktif Tak 
Bisa Sembarangan 

Isi Jabatan Sipil

SULTENG RAYA - Kapolri Jenderal Polisi 
Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa 
polisi aktif tidak bisa begitu saja atau ser-
ta-merta mengisi jabatan sipi. Menurutnya, 
harus ada serangkaian proses dan aturan 
yang harus dipatuhi.

tersebut merupakan jabatan 
manajerial atau nonmana-
jerial pada kementerian/
lembaga yang menyeleng-
garakan urusan/tugas pe-
merintahan di tiga bidang.

Ketiga bidang dimaksud, 
antara lain pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat; perlindungan, 
pengayoman, dan pelay-
anan kepada masyarakat; 
serta penegakan hukum, 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28A ayat (2).

Adapun usulan Pasal 28A 
ayat (3) mengatur selain 
pada kementerian atau lem-
baga yang dimaksud pada 
ayat (2), anggota Polri dapat 
mengisi jabatan di luar in-
stitusi sepanjang terdapat 
permintaan dari kementeri-
an atau lembaga.

Pasal 28A ayat (4) lanjut 
mengatur, selain pada ja-
batan yang dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3), anggota 
Polri juga dapat mengisi ja-
batan di luar organisasi Polri 
apabila terdapat penugasan 
dari presiden.

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pengi-
sian jabatan aparatur sipil 
negara oleh anggota Polri 
diatur dalam peraturan pe-
merintah.RPB

kira, kritikan-kritikan itu 
kita terima dengan tangan 
terbuka, tapi ada saluran-
nya yang secara elegan," 
ucapnya.

Rapat paripurna DPR RI 
pada Selasa, menyetujui 
Rancangan Undang-Un-
dang tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Un-
dang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (RUU 
Polri) disahkan menjadi 
undang-undang.

Salah satu yang diatur 
dalam RUU tersebut ialah 
penempatan polisi aktif 
pada jabatan Polri. Dalam 
Pasal 28A ayat (1) dinyata-
kan, anggota Polri dapat 
mengisi jabatan di luar 
organisasi Polri sepanjang 
memiliki keterkaitan den-
gan fungsi kepolisian.

Jabatan di luar organisasi 
yang memiliki keterkaitan 
dengan fungsi kepolisian 

SULTENG RAYA - Wakil 
Menteri Luar Negeri RI Anis 
Matta menolak gagasan 
Board of Peace (BOP) se-
bagai inisiatif diplomatik 
pascagenosida Gaza oleh 
Presiden AS Donald Trump 
kian tak relevan. Sementara 
potensi perluasan normali-
sasi Israel dengan berbagai 
negara termasuk Indonesia 
juga berantakan. 

Di tengah memanasnya 
konflik kawasan, perang 
Iran-Israel, dan belum ada-
nya arah penyelesaian yang 
jelas bagi Palestina, Anis 
Matta menilai pembicaraan 
mengenai BOP maupun 
pengiriman pasukan pen-
jaga perdamaian atau Inter-
national Stabilization Force 
(ISF) tak memungkinkan.

BOP merupakan inisiatif 
Trump menghimpun kepa-
la-kepala negara untuk me-
nangani Gaza selesai agresi 
Israel. Indonesia bersama 
belasan negara Muslim, juga 
Israel masuk dalam keang-
gotaannya. Bergabungnya 
Indonesia dalam kumpulan 
itu mendapat penolakan 
meluas si Tanah Air.

Dalam wawancara khu-
sus dengan Republika di 
Jakarta, Senin (8/6/2026), 
Anis menggambarkan bah-
wa kawasan Timur Tengah 
saat ini sedang berada di 
persimpangan tiga kemung-
kinan skenario. Pertama, 
tercapainya perdamaian 
melalui proses negosiasi. 
Kedua, pecahnya perang 
yang lebih luas. Ketiga, kon-
disi "no peace, no war" atau 
status quo yang ditandai 
ketegangan berkepanjangan 
tanpa kesepakatan politik.

Menurut dia, justru ske-
nario kedua dan ketiga yang 
saat ini paling terlihat di 
lapangan. "Sudah benar 
sikap pemerintah untuk 
menunda semua perbincan-
gan tentang BOP. Karena 
kondisi di lapangan tidak 
memungkinkan itu dilaku-
kan," kata Anis.

Penundaan tersebut, lan-
jutnya, tidak hanya berla-
ku bagi BOP, tetapi juga 
seluruh paket kebijakan 
yang terkait dengannya, 
termasuk kemungkinan 
pengiriman ISF.

"Termasuk itu semua. Itu 
kan satu paket semuanya. 
BOP, ISF ini kan satu paket 
semuanya. Jadi saya kira ini 
ditunda," ujarnya.

Anis juga menilai terlalu 
dini membicarakan imple-
mentasi gagasan perdamai-
an AS-Iran ketika bahkan 
proses negosiasi yang men-
jadi dasar penyelesaiannya 
belum benar-benar dimulai. 
Menurut dia, perkemban-
gan yang terjadi saat ini baru 
sebatas upaya menyusun 
memorandum of understan-
ding (MoU) untuk memulai 
perundingan.

"Belum perundingannya. 
Baru MoU untuk berunding. 
MoU-nya pun belum dise-
pakati. Jadi tidak ada sett-
lement sampai sekarang," 
katanya. “Karena itu saya 
membayangkan bahwa ide 
BOP ini dan ISF menurut 
saya tidak mungkin dilaksa-
nakan saat ini.”

RUNTUHNYA LAN-
DASAN MORAL ISRAEL

Lebih jauh, Anis mengait-
kan mandeknya gagasan 
BOP dengan perubahan be-
sar yang sedang terjadi pada 
posisi Israel di kawasan. 
Menurut dia, perang ber-
kepanjangan di Gaza telah 
menggerus legitimasi moral 

PRESIDEN AS Donald Trump (tengah) mengangkat palu saat pertemuan Dewan Perdamaian di 
Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. FOTO: EPA

Wamenlu RI Sebut BOP 
Tak Mungkin Dilanjutkan

yang selama ini menjadi 
salah satu fondasi penting 
dukungan internasional 
terhadap negara tersebut.

Dalam pandangannya, 
kondisi itu memaksa Israel 
menghadapi pertanyaan 
strategis mengenai masa 
depannya.

"Asumsi dasarnya adalah 
mereka mulai harus memi-
kirkan bahwa suatu waktu 
tidak akan mendapatkan 
dukungan sama sekali dari 
Amerika maupun Eropa," 
ujarnya.

Dari perspektif tersebut, 
Anis melihat terdapat satu 
pilihan strategis yang sebe-
lumnya diupayakan Israel, 
yakni mengintegrasikan 
diri ke dalam sistem politik 
Timur Tengah melalui nor-
malisasi hubungan dengan 
negara-negara Islam.

"Itulah konsep Abraham 
Accords. Abraham Accords 
ini adalah platform yang 
dipakai untuk mengintegra-
sikan Israel ke dalam Timur 
Tengah dan dunia Islam 
secara umum," katanya.

Perjanjian Abraham yang 
Kontroversial

Menurut Anis, agenda 
normalisasi pada masa pe-
merintahan pertama Presi-
den Amerika Serikat Donald 
Trump pada dasarnya ber-
tujuan menciptakan ling-
kungan politik yang mem-
buat Israel dapat memperta-
hankan eksistensinya secara 
lebih mandiri di kawasan.

Namun, ia menilai mo-
mentum tersebut kini men-
galami kemunduran besar.

"Saya kira opsi ini seka-
rang berantakan setelah isu 
genosida ini. Akhirnya opsi 
untuk normalisasi semakin 
hilang setelah ada genosida, 
kemudian ada perang den-
gan Iran," katanya.

Pernyataan Anis mengin-
dikasikan bahwa perang 
Gaza telah mengubah kal-
kulasi politik banyak negara 
Muslim. Jika sebelumnya 
normalisasi dipandang se-
bagai instrumen stabilitas 
kawasan, kini langkah terse-
but menghadapi hambatan 
politik dan moral yang jauh 
lebih besar. Bagi Indonesia, 
perkembangan ini memiliki 
arti penting. Sebab, BOP se-
jak awal dipandang sebagi-
an pengamat sebagai bagian 
dari arsitektur perdamaian 
pascakonfl ik yang mensy-
aratkan adanya proses po-
litik lebih luas, termasuk 

kemungkinan pengakuan 
dan hubungan antaraktor 
di kawasan.

Ketika normalisasi justru 
kehilangan momentum, 
maka fondasi politik bagi 
lahirnya berbagai inisiatif 
perdamaian baru ikut me-
lemah.

TWO-STATE SOLUTI-
ON MAKIN SULIT

Di sisi lain, Anis juga men-
gakui bahwa prospek solusi 
dua negara atau two-state 
solution semakin meng-
hadapi tantangan.

Ia menegaskan bahwa 
Indonesia tetap berpegang 
pada solusi dua negara ka-
rena itulah kerangka yang 
disepakati masyarakat in-
ternasional melalui Perseri-
katan Bangsa-Bangsa.

Namun, menurut dia, re-
alitas di lapangan bergerak 
ke arah berbeda. "Yang kita 
lihat sekarang ini, tidak ada 
tanda-tanda bahwa Israel in-
gin menerima ide two-state 
solution ini," ujarnya.

Anis bahkan menilai tin-
dakan pemerintah Israel saat 
ini lebih mencerminkan pen-
dekatan "one-state solution" 
melalui perluasan kontrol 
wilayah secara terus-mene-
rus. "Yang ada kan one-state 
solution. Caplok West Bank 
sekalian, caplok Gaza seka-
lian," katanya.

Situasi tersebut, menurut 
dia, berpotensi memicu 
perubahan cara pandang 
kelompok-kelompok perju-
angan Palestina. Jika ruang 
bagi solusi dua negara sema-
kin tertutup, maka peluang 
lahirnya konsensus politik 
juga akan semakin kecil.

Konsekuensinya adalah 
kawasan akan terus berada 
dalam lingkaran konfl ik. "Ini 
yang menyebabkan seluruh 
kawasan secara otomatis 
akan on fi re," kata Anis.

Anis juga menyoroti pe-

rubahan persepsi keamanan 
di negara-negara Teluk. 
Selama puluhan tahun, 
menurut dia, banyak nega-
ra Arab memandang Iran 
sebagai ancaman strategis 
utama.

Namun perang yang me-
luas dalam beberapa tahun 
terakhir mulai mengubah 
persepsi tersebut.

Ia mengutip pernyataan 
Menteri Luar Negeri Oman 
yang disampaikan dalam 
forum internasional di Bah-
rain. Menurut pandangan 
itu, negara-negara Teluk 
kini mulai mempertanyakan 
asumsi lama bahwa anca-
man terbesar mereka berasal 
dari Teheran.

"Untuk waktu yang san-
gat lama kawasan Teluk hi-
dup dengan doktrin bahwa 
ancaman keamanan terbesar 
mereka adalah Iran. Tapi 
sekarang mereka semua-
nya sadar bahwa ancaman 
keamanan terbesar mereka 
bukan Iran, tapi justru Is-
rael," ujarnya.

Perubahan persepsi ter-
sebut berpotensi membawa 
dampak besar terhadap peta 
geopolitik kawasan, terma-
suk terhadap masa depan 
normalisasi yang selama 
beberapa tahun terakhir 
didorong melalui Abraham 
Accords.

Dalam situasi seperti itu, 
Anis menilai terlalu dini 
membicarakan implemen-
tasi berbagai skema perda-
maian baru. Prioritas saat 
ini, menurutnya, adalah 
melihat terlebih dahulu ske-
nario mana yang akhirnya 
mendominasi: perdamaian, 
perang yang lebih luas, atau 
status quo yang penuh kete-
gangan.

Selama kepastian itu be-
lum muncul, BOP dan ber-
bagai turunannya tampak-
nya akan tetap berada di 
ruang tunggu diplomasi.RPB



OPINI 5SULTENG RAYA
KAMIS, 11 JUNI 2026OPINI 5SULTENG RAYA

JUMAT 3 FEBRUARI 2023

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

LONJAKAN kurs rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat (AS) yang 
menembus level psikologis teren-
dah sepanjang sejarah, Rp18.000/

dolar AS, bukan sekadar persoalan pasar 
keuangan. Dampaknya dapat langsung 
dirasakan masyarakat, termasuk di sektor 
layanan kesehatan, terutama mereka yang 
harus membeli obat secara rutin, tak peduli 
di perkotaan maupun perdesaan.

Dengan industri farmasi Indonesia yang 
masih memiliki ketergantungan tinggi 
terhadap bahan baku impor, ketika rupiah 
melemah, biaya produksi industri farmasi 
otomatis meningkat. Dalam kondisi seperti 
itu, kenaikan harga obat sulit dihindari, baik 
secara langsung maupun tidak langsung.

Memang, pemerintah telah memiliki 
sejumlah instrumen untuk menjaga keter-
jangkauan obat, seperti pengaturan harga 
eceran tertinggi dan penggunaan obat ge-
nerik. Namun, kebijakan tersebut memiliki 
keterbatasan jika tekanan nilai tukar terus 
berlangsung dalam jangka panjang. Tanpa 
langkah antisipatif yang lebih komprehensif, 
ruang gerak pemerintah untuk menahan 
kenaikan biaya kesehatan akan semakin 
sempit.

Tidak hanya harga obat, peningkatan bia-
ya laboratorium untuk diagnosis kesehatan 
juga tak terhindarkan. Pasalnya, alat-alat 
penunjang seperti reagen, cartridge, test 
strip, dan bahan lain untuk berbagai tes 
pemeriksaan diagnostik, sebagian besar 
masih diimpor. Mau tidak mau, harga ba-
rang-barang itu akan terdampak ketika nilai 
tukar rupiah merosot.

Persoalan kemudian tidak berhenti pada 
harga obat dan layanan kesehatan. Sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional yang diban-
gun berdasarkan perhitungan tarif layanan 
dan harga obat juga akan menerima efek 
bola salju.

Ketika harga layanan kesehatan terkerek 
karena dolar yang terlalu perkasa, maka 
Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan harus menanggung selisih biaya 
yang semakin besar. Jika kondisi tersebut 
berlangsung lama, jelas akan memberikan 
tekanan yang berpotensi mengganggu 
pelayanan.

Karena itu, diperlukan respons kebijakan 
yang terintegrasi. Bukan kebijakan yang 
parsial, terpecah-pecah. Kementerian Ke-
sehatan, Kementerian Perindustrian, dan 
BPJS Kesehatan perlu menyusun langkah 
bersama untuk menghadapi kemungkinan 
terburuk, yakni tekanan kurs yang berke-
panjangan.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu 
memastikan ketersediaan stok obat-obatan 
esensial yang bisa diproduksi di dalam ne-
geri agar tidak terjadi gangguan pasokan. 
Selain itu, insentif bagi industri farmasi 
untuk menjaga stabilitas harga juga perlu 
dipertimbangkan.

Untuk solusi jangka menengah-pan-
jang, kiranya sudah saatnya pemerintah 
mengoptimalkan upaya mempercepat 
pengembangan industri bahan baku obat 
dalam negeri. Jargon kemandirian industri 
farmasi nasional telah lama dibahas, tetapi 
kemajuannya masih terbatas.

Ketergantungan yang tinggi terhadap 
impor membuat sistem kesehatan nasional 
rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kon-
disi ekonomi global. Karena itu, pelemahan 
rupiah tidak boleh dilihat hanya sebagai per-
soalan moneter lantaran dampaknya dapat 
merambat ke berbagai sektor yang menyen-
tuh langsung kehidupan masyarakat.

Tantangan sesungguhnya bukan hanya 
bagaimana menghadapi kurs rupiah yang 
terus meluruh, melainkan juga seberapa 
cepat pemerintah mampu mengantisipasi 
risiko dan konsekuensi dampaknya. Jan-
gan sampai karena antisipasi yang datang 
terlambat, sistem layanan kesehatan keburu 
jebol gara-gara infeksi dolar.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Hilirisasi Komoditas 
Pertanian Dorong Ketahanan 
Pangan dari Hulu hingga Hilir

HILIRISASI komoditas pertanian menjadi salah 
satu pilar utama yang terus diperkuat pemerin-
tah dalam membangun ketahanan pangan nasi-
onal. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk 
meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, tetapi 
juga untuk memastikan bahwa seluruh rantai 
produksi pangan, mulai dari proses budidaya 
hingga distribusi kepada masyarakat, berjalan se-
cara lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

MELALUI pen-
guatan hiliri-
sasi, pemerin-
tah berupaya 

menciptakan sistem pangan 
yang mampu menjaga keter-
sediaan pasokan sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan 
petani dan pelaku usaha di 
sektor pertanian.

Ketidakpastian iklim, gang-
guan rantai pasok interna-
sional, dan fluktuasi harga 
komoditas global menuntut 
setiap negara memiliki fonda-
si pangan yang kuat. Pemer-
intah Indonesia menjawab 
tantangan tersebut dengan 
memperkuat sektor pertanian 
dari hulu hingga hilir melalui 
peningkatan produksi, pen-
guatan cadangan pangan, 
dan pengembangan industri 
pengolahan hasil pertanian.

Pendekatan yang dijalan-
kan pemerintah tidak lagi 
terbatas pada upaya mening-
katkan hasil panen. Perhatian 
juga diberikan pada pen-
guatan proses pascapanen, 
penyimpanan, distribusi, 
hingga pengembangan pro-
duk turunan yang memiliki 
nilai ekonomi lebih tinggi. 
Dengan demikian, hasil pro-

OLEH : FIKRI KURNIAWAN )*

Keberhasilan memperkuat 
cadangan beras menunjuk-
kan bahwa kebijakan peme-
rintah tidak hanya berfokus 
pada peningkatan produksi, 
tetapi juga pada kemampuan 
menyerap hasil panen peta-
ni secara optimal. Dengan 
penyerapan yang baik, pe-
tani memperoleh kepastian 
pasar, sementara negara 
memiliki cadangan yang cu-
kup untuk menjaga stabilitas 
pasokan.

Penguatan kapasitas pen-
yimpanan juga menjadi ba-
gian penting dalam strategi 
hilirisasi pangan. Meningkat-
nya volume cadangan beras 
yang tersimpan di gudang 
Bulog mencerminkan semakin 
baiknya kemampuan negara 
dalam mengelola hasil pro-
duksi nasional. Infrastruktur 
penyimpanan yang memadai 
memungkinkan hasil panen 
dapat dijaga kualitasnya dan 
dimanfaatkan secara optimal 
ketika dibutuhkan.

Penguatan sektor hilir juga 
berjalan seiring dengan upaya 
meningkatkan produktivitas 
berbagai komoditas strategis. 
Pemerintah terus memperlu-
as dukungan kepada petani 
melalui penyediaan sarana 
produksi, penggunaan benih 
unggul, modernisasi alat dan 
mesin pertanian, serta pen-
guatan akses pembiayaan. 
Berbagai kebijakan tersebut 
diarahkan untuk menciptakan 
peningkatan produksi yang 
berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subian-
to menilai Indonesia berada 
pada jalur yang semakin kuat 
menuju swasembada pangan. 
Optimisme tersebut didukung 
oleh peningkatan produksi 
pertanian dan penguatan stok 

pangan nasional yang terus 
menunjukkan perkembangan 
positif. Capaian tersebut men-
jadi bukti bahwa kebijakan 
yang dijalankan pemerintah 
mulai menghasilkan dampak 
nyata bagi penguatan ketaha-
nan pangan nasional.

Selain beras, pemerintah 
juga memberikan perhatian 
besar terhadap pengemban-
gan berbagai komoditas stra-
tegis lainnya. Salah satu yang 
menjadi fokus adalah tebu 
sebagai komoditas penting 
dalam mendukung target 
swasembada gula nasional. 
Pengembangan komoditas 
ini dipandang memiliki peran 
strategis karena berkaitan 
langsung dengan kebutuhan 
konsumsi masyarakat dan 
penguatan industri pangan 
nasional.

Menteri Pertanian, Andi 
Amran Sulaiman, menjelas-
kan bahwa percepatan ta-
nam tebu menjadi bagian 
dari upaya memperkuat ke-
tahanan pangan sekaligus 
mencapai swasembada gula. 
Pemerintah terus mendorong 
perluasan areal tanam, pe-
ningkatan produktivitas, serta 
penguatan kemitraan antara 
petani dan industri guna me-
mastikan target tersebut dapat 
tercapai.

Menurut Amran, perhatian 
pemerintah terhadap sektor 
pangan diwujudkan melal-
ui berbagai program yang 
mendukung peningkatan 
produksi komoditas strategis. 
Dukungan tersebut mencakup 
penyediaan benih unggul, me-
kanisasi pertanian, akses pem-
biayaan, hingga penguatan 
hilirisasi agar hasil produksi 
memiliki nilai tambah yang 
lebih tinggi.

Pendekatan hilirisasi men-
jadi penting karena memung-
kinkan komoditas pertanian 
tidak hanya dijual dalam 
bentuk bahan mentah. Melalui 
pengolahan yang lebih lanjut, 
komoditas dapat menghasil-
kan berbagai produk turunan 
yang memiliki nilai ekonomi 
lebih besar. Kondisi ini tidak 
hanya meningkatkan daya 
saing produk nasional, tetapi 
juga membuka peluang usaha 
baru di berbagai daerah.

Bagi petani, hilirisasi mem-
berikan manfaat yang sig-
nifikan karena menciptakan 
pasar yang lebih luas dan 
meningkatkan nilai jual hasil 
produksi. Ketika industri 
pengolahan berkembang, 
permintaan terhadap bahan 
baku juga meningkat sehingga 
memberikan kepastian usaha 
bagi petani dalam jangka 
panjang.

Penguatan hilirisasi juga 
berkontribusi terhadap per-
tumbuhan ekonomi daerah. 
Industri pengolahan yang ber-
kembang di sentra produksi 
mampu menciptakan lapan-
gan kerja baru, meningkatkan 
aktivitas ekonomi lokal, dan 
memperkuat keterkaitan an-
tara sektor pertanian dengan 
sektor industri.

Di tengah dinamika global 
yang penuh ketidakpastian, 
kebijakan hilirisasi komoditas 
pertanian menunjukkan arah 
pembangunan yang tepat. 
Dengan memperkuat seluruh 
mata rantai sektor pangan, 
Indonesia memiliki kemam-
puan yang lebih besar untuk 
menjaga stabilitas pasokan 
sekaligus meningkatkan daya 
saing produk pertanian na-
sional. Pengamat Ketahanan 
Pangan Nasional

duksi petani dapat memberi-
kan manfaat yang lebih besar 
sekaligus memperkuat daya 
tahan sistem pangan nasional.

Salah satu indikator ke-
berhasilan strategi tersebut 
terlihat dari peningkatan Ca-
dangan Beras Pemerintah 
yang terus menunjukkan tren 
positif. Ketersediaan stok 
beras nasional yang terus me-
ningkat menjadi cerminan ke-
berhasilan pemerintah dalam 
mengelola sektor pangan seca-
ra terintegrasi. Cadangan yang 
kuat tidak hanya berfungsi 
sebagai penyangga pasokan, 
tetapi juga menjadi instrumen 
penting untuk menjaga stabili-
tas harga di tingkat konsumen.

Direktur Utama Bulog, Ah-
mad Rizal Ramdhani, menilai 
capaian peningkatan stok 
beras nasional merupakan 
hasil kerja bersama berbagai 
pihak yang terlibat dalam ek-
osistem pangan. Menurutnya, 
keberhasilan tersebut lahir 
dari sinergi yang kuat antara 
petani, penggilingan padi, 
penyuluh pertanian, serta 
dukungan berbagai lembaga 
yang berperan dalam menja-
ga kelancaran distribusi dan 
penyerapan hasil panen.

Layanan 
Kesehatan 

Terinfeksi Dolar
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BGN terkait program 
pemerintah dalam 
bidang kesejahter-
aan dan program 

Kitas dan Kitap terkait pro-
gram pemerintah dalam pela-
yanan publik sekaligus cermin 
dari pemerintah di hadapan 
masyarakat internasional. Dua 
kasus mega korupsi tersebut 
menunjukkan bahwa pemer-
intah telah mengabaikan sistem 
pencegahan dan mengutama-
kan sistem penindakan yang 
berujung pemenjaraan tetapi 
tidak efisien dari sisi keman-
faatan sosial. 

Namun demikian kita pasti 
mengharapkan kinerja ke-
jaksaan dan KPK tetap teguh 
melakukan penindakan dan 
pencegahan korupsi karena 
telah dimandatkan di dalam 
UNCAC 2003 yang telah ditra-
tifikasi UUNomor 7 tahun 
2006 sekaligus meningkatkan 

SUNGGUH mengejutkan peristiwa dua mega 
korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, tentang 
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Surat Izin Me-
netap Sementara (Kitas) dan Izin Menetap Tetap 
(Kitap) di Imigrasi dengan nilai miliar sampai 
triliun rupiah. Kedua kasus korupsi tersebut 
terjadi di program pemerintah yang strategis 
dan penting bagi kemajuan kesejahteraan dan 
ekonomi ekonomi Indonesia. 

tugas dan wewenang KPK 
dan Kejaksaan yang selama ini 
tidak kenal lelah memenjarakan 
koruptor. 

Selain pencegahan dan pe-
nindakan korupsi juga penting 
dan strategis dilaksanakan 
penindakan atas perbuatan ko-
lusi dan nepotisme yang telah 
dikriminalisasi menjadi tindak 
pidana yang diancam dengan 
pidana penjara selama-lamanya 
12 tahun dan pidana denda se-
banyak-banyaknya satu miliar 
rupiah. 

Langkah mana tidak pernah 
dilaksanakan oleh kejaksaan 
dan KPK sedangkan tindak pi-
dana kolusi dan tindak pidana 
nepotisme telah dicantumkan 
dalam UU Nomor 28 tahun 
19999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas 
KKN. Yang belum dilaksana-
kan pemerintah sampai saat ini 
dalam pemberantasan korupsi 

adalah pengaturan tentang 
Pencegahan Korupsi yang me-
rupakan mandat bagi setiap ne-
gara peratifikasi UNCAC 2003 
dan tindak pidana memperka-
ya diri sendiri secara tidak sah 
(illicit enrichment) dan tindak 
pidana memperdagangkan 
pengaruh (trading in influence) 
serta meningkatkan kerjasama 
internasional khususnya dalam 
proses pemulihan aset korupsi 
(Asset Recovery). 

Selain sistem pencegahan 
yang perlu segera ditingkatkan 
juga sistem pengawasan yang 
intensif harus segera dievalu-
asi kembali karena kebocoran 
anggaran negara dari korupsi 
yang telah diungkap kejaksaan 
dan KPK adalah disebabkan 
lembaga pengawasan internal 
seperti APIP dan Inspektorat 
tidak bekerja secara optimal. 

Jika pun bekerja optimal 
tidak didukung oleh atasan 
instansinya sehingga KPK tidak 
cukup hanya mengandalkan 
sistem pendidikan anti korupsi 
dalam keadaan dan masalah 
korupsi yang telah mencapai 
titik krusial dan serius saat ini. 
Pengamatan terhadap kasus 
korupsi saat ini hanya bergerak 
aktif di hilir saja sedangkan 
kurang aktif di hulu dan sistem 
reward and punishment tidak 
dilaksanakan secara tegas dan 
konsisten. 

Di sisi lain proses rekruitment 
aparatur sipil negara termasuk 
TNI dan Polri tidak transparan 

dan sistem meritokrasi diting-
galkan dan tergantikan dengan 
nepotisme dan kolusi bahkan 
dilatarbelekangi keuntungan 
finansial. Pada intinya baik 
dari aspek kuantitas maupun 
kualitas korupsi, dapat dikata-
kan korupsi telah merupakan 
budaya masyarakat Indonesia 
dari pekerjaan terendah seperti 
tukang parkir sampai pada pe-
kerjaan dengan jabatan seting-
kat Menteri dan pejabat eselon 
satu selalu terlibat korupsi dan 
suap. 

Bahkan dilakukannya den-
gan tidak ada rasa malu lagi 
sebagaimana layaknya bukan 
kejahatan. Dalam keadaan dan 
masalah sedemikian dapat 
dikatakan bahwa korupsi di 
Indonesia memerlukan kepe-
mimpinan nasional dan dae-
rah yang memberikan contoh 
dan teladan baik kepada ba-
wahannya dan masyarakat 
pada umumnya karena dari 
contoh dan teladan. Baik itu-
lah kepatuhan bawahan pada 
khususnya sangat diperlukan 
dan menjadi tuntunan yang 
bermanfaat bagi institusi yang 
dipimpinnya. 

Masa  keadaan darurat 
korupsi tahun 1960-an telah 
terlampaui dan masa stabilitas 
penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas KKN telah 
dimulai sejak tahun 1999 akan 
tetapi memasuki era globali-
sasi ekonomi. Korupsi telah 
merambah ke sektor swasta di 

mana korporasi terlibat dalam 
korupsi karena tidak dipatuhi 
prinsip bisnis yang baik (good 
corporate governance) sebagai-
mana telah diatur dalam Pasal 
97 ayat (5) UUNomor 40 tahun 
2007 Perseroan Terbatas yang 
antara lain, direksi dilarang 
mengambil keputusan tanpa 
RUPS dan tidak memiliki kon-
flik kepentingan atau membi-
arkan terjadinya pelanggaran 
terhadap UU. 

Pasca ratifikasi perjanjian 
OECD kedudukan Indonesia 
sebagai negara peratifikasi 
semakin sensitif dan rentan 
terhadap perhatian masya-
rakat internasional sehingga 
bagi Indonesia, dalam kead-
aan dan masalah korupsi di 
dalam negeri yang belum 
rampung-rampung terpaksa 
harus menghadapi dua front 
yaitu di dalam negeri dan di 
luar negeri. 

Hal ini akan terjadi dalam 
lima tahun yang akan datang 
dan tidak akan pernah surut 
kecuali Indonesia telah ber-
hasil menurunkan indeks per-
sepsi korupsi (IPK) di bawah 
3, di mana saat ini menduduki 
3.45. Sementara itu penguatan 
kelembagaan anti korupsi me-
merlukan perencanaan yang 
rapi baik dari aspek sumber 
daya manusia, infrastruktur 
maupun dari aspek pembia-
yaan. Penulis: Guru Besar Eme-
ritus Universitas Padjadjaran 
(Unpad) *SindoNews.Com

Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
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DI TENGAH derasnya arus konten 
digital, membatasi anak dari layar 
sepenuhnya menjadi tantangan yang 
semakin sulit bagi banyak orang tua. Di 
satu sisi gawai dan internet telah menjadi 
bagian dari kehidupan sehari-hari, di 
sisi lain kekhawatiran terhadap dampak 
screen time pada tumbuh kembang anak 

terus mengemuka.
Dari keresahan itulah lahir sebuah 

konten Youtube edukasi anak usia dini 
yang dibangun dengan tujuan meng-
hadirkan tontonan untuk mendukung 
perkembangan anak bernama Minivila.

Neysa Nadia Lestari dan Annisa 
Listyani merupakan pendiri sekaligus 

pembuat konten Minivila yang memiliki 
latar belakang pendidikan psikologi dan 
pernah menempuh pendidikan diploma 
Montessori. Mereka mencoba menjawab 
kebutuhan orang tua yang membutuh-
kan alternatif tontonan berkualitas bagi 

MENYAPA NUSANTARA

Jakarta, (ANTARA) - Presiden Prabowo 
Subianto menyatakan pemerintah be-
rupaya menciptakan iklim usaha yang 
sehat dan kondusif melalui penegakan 

hukum yang konsisten dan memastikan 
pasar dalam negeri dinikmati putra dan 

putri bangsa.

PLTA POSO

Dalam keterangan Sekre-
tariat Presiden diterima 
di Jakarta, Rabu, Presiden 
menyatakan kepastian hu-
kum menjadi salah satu 
faktor penting untuk men-
dukung dunia usaha dan 
investasi.

“Saudara yang akan men-
ciptakan lapangan kerja, 
karena itu pemerintah harus 
membuat keadaan yang 
baik untuk para pengusa-

ha, keadaan yang baik itu 
antara lain hukum harus 
kita tegakan,” kata Presiden 
Prabowo dalam pembukaan 
Musyawarah Nasional XVI-
II Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) 
di Bandar Lampung, Lam-
pung, Rabu.

Se la in  i tu ,  Pres iden 
menyampaikan bahwa In-
donesia saat ini telah men-
capai swasembada pan-

gan di tengah situasi global 
yang semakin kompleks. 
Menurutnya, kekuatan In-
donesia dinilai cukup besar 
untuk menghadapi tantan-
gan ke depan, salah satunya 
tantangan iklim dunia.

“Banyak negara sekarang 
dalam keadaan panik. Mere-
ka sulit cari makan. PBB su-
dah warning tahun ini akan 
ada kelaparan besar-be-
saran. Kita alhamdulillah 
kuat,” jelasnya.

PRESIDEN Prabowo Subianto 
membuka Musyawarah Nasio-
nal ke-XVIII Himpunan Pengusa-
ha Muda Indonesia (HIPMI) di 
Bandar Lampung, Lampung, Rabu 
(10/6/2026). FOTO: ANTARA/HO-BPMI 
SEKRETARIAT PRESIDEN

J a k a r t a ,  ( A N T A R A ) 
- Menteri Sosial Saifullah 
Yusuf mengatakan, lebih 
dari 32 ribu akan diterima 
sebagai bagian dari siswa 
Sekolah Rakyat. pada 2026, 
dimana peningkatan jumlah 
murid tersebut merupakan 
perkembangan penyeleng-
garaan Sekolah Rakyat.

Menteri yang akrab disapa 
Gus Ipul itu melaporkan 
hal tersebut saat bertemu 
Kepala Kantor Staf Presiden 
(KSP) Jenderal (Purn) TNI 
Dudung Abdurachman di 
Jakarta, Rabu.

MENTERI SOSIAL Saifullah Yusuf (kanan) dan Kepala Kantor Staf 
Presiden Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman (kiri) di Jakarta, 
Rabu (10/6/2026). FOTO: ANTARA/KEMENSOS

PLTA POSO pasok energi bersih untuk empat Provinsi di Pulau Sulawesi. FOTO: ANTARA/HO-CSR POSO ENERGY

Palu, ANTARA - Pem-
bangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) Poso, Sulawesi Ten-
gah berperan penting dalam 
memperkuat ketahanan pa-
sokan untuk memenuhi ke-
butuhan energi listrik pada 
empat provinsi di Pulau 
Sulawesi.

“Dengan kapasitas ter-
pasang sebesar 515 mega-
watt (MW) energi listrik 
yang dihasilkan PLTA Poso 
disalurkan dan didistribusi-
kan oleh PLN untuk melay-
ani kebutuhan masyarakat 
maupun sektor industri di 
Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, dan 
Sulawesi Tenggara,” kata 
Kepala Humas Poso Energy 
M Syafri melalui keterangan 

Menjaga Layar Tetap Ramah Anak
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anak-anak usia 2-6 tahun.
Minivila dirancang untuk 

membantu orang tua me-
maksimalkan manfaat media 
digital sekaligus memini-
malkan risikonya. Mereka 
menyadari bahwa screen 
time memiliki sisi positif dan 
negatif. Karena itu pende-
katan yang diambil bukan 
menolak teknologi sepenuh-
nya melainkan mengguna-
kannya secara bijak.

Prinsip tersebut terlihat 
dari berbagai keputusan 
yang diterapkan dalam pro-
ses produksi konten. Salah 
satunya adalah durasi video 
yang dibatasi sekitar 15 
hingga 20 menit. Selain 
itu setiap episode disusun 
berdasarkan pembelajaran 
yang jelas sehingga setiap 
tayangan memiliki tujuan 
yang spesifik.

Bagi Minivila konten anak 
bukan sekadar mengha-
dirkan warna-warni visu-
al dan lagu yang menarik 
perhatian. Konten tersebut 
berusaha memastikan setiap 
tayangan memberikan sti-
mulasi yang sesuai dengan 
tahap perkembangan usia 
anak. Misalnya ketika anak 
berusia dua tahun mulai 
belajar memegang alat tulis 

atau mengenal kosakata 
baru, unsur-unsur tersebut 
akan dimasukkan ke dalam 
materi video.

Pendekatan tersebut juga 
menjadi cara untuk meng-
hindari konten yang terlalu 
merangsang atau oversti-
mulating. Karena visual dan 
suara yang berlebihan me-
mang dapat menarik per-
hatian anak dalam waktu 
singkat, tetapi belum tentu 
mendukung proses belajar 
yang sehat.

Pandangan tersebut se-
jalan dengan semangat Pe-
raturan Pemerintah tentang 
Tata Kelola Penyelenggaraan 
Sistem Elektronik dalam Per-
lindungan Anak (PP TUNAS) 
yang belakangan menjadi 
perhatian publik. Regulasi 
ini hadir untuk memperkuat 
perlindungan anak di ruang 
digital termasuk dalam peng-
gunaan media sosial dan 
platform daring.

Anissa mengaku telah 
mengikuti perkembangan 
PP TUNAS melalui berbagai 
artikel dan pemberitaan. 
Baginya, regulasi tersebut 
merupakan langkah yang 
tepat karena memiliki tujuan 
yang sejalan dengan filosofi 
yang selama ini dipegang 

Minivila.
Namun dia menegaskan 

bahwa regulasi saja tidak 
cukup. Peran orang tua tetap 
menjadi faktor utama dalam 
menjaga pengalaman digital 
anak. Menurutnya, anak 
usia dini belum memiliki ke-
mampuan untuk mengontrol 
penggunaan media sosial 
maupun memilih konten 
secara mandiri. Karena itu, 
pendampingan orang tua 
tidak bisa digantikan oleh 
teknologi ataupun aturan 
semata.

Di tengah meningkatnya 
perhatian pemerintah ter-
hadap keamanan anak di 
dunia digital termasuk pe-
nutupan jutaan akun media 
sosial milik anak di bawah 
umur, dia menilai tantangan 
berikutnya adalah memasti-
kan pengawasan dilakukan 
secara berkelanjutan.

Pada akhirnya tantan-
gan terbesar bukan terletak 
pada keberadaan tekno-
logi itu sendiri, melainkan 
bagaimana orang dewasa 
mengelolanya agar tetap 
menjadi sarana yang aman 
dan bermanfaat bagi anak.

 Foto dan teks:
Rivan Awal Lingga

“Tahun lalu kita menga-
lokasikan 15 ribu lebih sis-
wa Sekolah Rakyat. Tahun 
ini lebih dari 32 ribu yang 
akan diterima sebagai ba-
gian dari siswa Sekolah 
Rakyat. Peningkatan alo-
kasi ini sesuai dengan jum-
lah gedung permanen yang 
dibangun oleh pemerintah 
atas arahan Bapak Presiden. 
Saya kira ini yang penting 
yang bisa kami laporkan,” 
katanya.

Mensos mengapresiasi 
dukungan seluruh jajaran 
KSP terhadap pelaksanaan 
Sekolah Rakyat. Pada Juli 
2026, sekolah gratis bagi 
anak-anak kurang mampu 
ini memasuki satu tahun 
penyelenggaraan.

Menurutnya, momen itu 
menjadi kesempatan untuk 
melakukan evaluasi dan 

merancang langkah-langkah 
yang lebih baik terkait tata 
kelola, pemenuhan SDM, 
hingga mengatasi berbagai 
tantangan di lapangan.

“Saya memohon dukun-
gan terus dari Pak Dudung 
selaku (Kepala) KSP agar 
penyelenggaraan Sekolah 
Rakyat makin baik, makin 
sempurna dan nanti me-
lahirkan generasi-generasi 
yang pintar, berkarakter 
dan terampil sebagaimana 
harapan Bapak Presiden,” 
kata Saifullah.

Sementara itu, Kepala 
KSP Jenderal (Purn) TNI 
Dudung Abdurachman 
menegaskan komitmennya 
untuk terus mendukung 
dan berkolaborasi dalam 
penyelenggaraan Sekolah 
Rakyat, termasuk pemban-
gunan gedung permanen. 

Menurut dia, program ini 
menjadi salah satu upaya 
pemerintah untuk mening-
katkan kualitas SDM yang 
lebih baik agar cita-cita 
Indonesia Emas pada 2045 
dapat tercapai.

“Karena di situlah anak 
yang putus sekolah, anak 
yang tidak sekolah, ini akan 
ditampung dan kemudian 
disekolahkan secara boar-
ding di Sekolah Rakyat,” 
kata Dudung.

Pihaknya berkomit-
men untuk mendukung 
program tersebut, terma-
suk menyelesaikan ham-
batan-hambatan yang 
terjadi dengan berbagai 
macam pihak sehingga pro-
ses pembangunan sampai 
proses pembelajaran yang 
berkelanjutan akan terus 
tercapai dengan baik. ***

tertulisnya diterima di Palu, 
Selasa.

Ia mengemukakan kebe-
radaan PLTA Poso menjadi 
salah satu pilar penting 
dalam memperkuat sistem 
kelistrikan Sulawesi, seba-
gai pembangkit yang me-
manfaatkan sumber energi 
terbarukan dari aliran air.

Menurut dia, pembang-
kit itu berkontribusi dalam 
menjaga keandalan paso-
kan listrik, sekaligus men-
dukung upaya penguran-
gan emisi karbon melalui 
penyediaan energi yang 
ramah lingkungan.

“Energi listrik dihasil-
kan PLTA Poso merupa-
kan bagian dari kontri-
busi perusahaan dalam 
menunjang pembangunan 
dan pertumbuhan ekono-
mi di wilayah Sulawesi,” 
ujarnya.

Ia menjelaskan, keter-
sediaan listrik yang andal 

menjadi faktor penting 
dalam membantu aktivitas 
masyarakat, dunia usaha, 
maupun berbagai sektor 
strategis lainnya.

“Ini merupakan komit-
men kami dalam mem-
bantu pemerintah mening-
katkan ketahanan energi 
nasional melalui energi 
bersih dan berkelanjutan,” 
tutur Syafri.

Ia mengatakan, selain 
menyediakan energi lis-
trik yang andal, PLTA 
Poso juga menjadi bagian 
dari upaya transisi energi 
menuju pemanfaatan sum-
ber daya yang lebih ramah 
lingkungan.

Pemanfaatan tenaga air 
sebagai sumber energi 
terbarukan memberikan 
manfaat jangka panjang, 
baik bagi ketahanan energi 
maupun bagi pelestarian 
lingkungan hidup (LH) 
masa depan.

“Selain menjaga konsis-
tensi pasokan, kami juga 
menjaga operasional pem-
bangkit secara optimal, 
supaya mampu memberi-
kan kontribusi berkelan-
jutan bagi sistem kelistri-
kan Sulawesi,” ucapnya.

Ia menambahkan sta-
bilitas pasokan energi 
listrik tidak terlepas dari 
kolaborasi yang dibangun 
selama ini bersama PLN 
maupun para pemangku 
kepentingan lainnya, den-
gan harapan kehadiran 
PLTA Poso dapat konsisten 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi regional.

“Termasuk membantu 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat melalui 
dukungan kelistrikan yang 
andal, maupun melalui 
pemberdayaan masyarakat 
lewat pemanfaatan dana 
tanggung jawab sosial,” 
kata dia lagi. ***

Di sektor energi, Presi-
den mengatakan bahwa 
pemerintah tengah bekerja 
keras untuk mewujudkan 
swasembada energi nasi-
onal. Presiden optimistis 
Indonesia akan memiliki 
ketahanan energi yang se-
makin kuat dalam beberapa 
tahun ke depan.

“Perhitungan kita tiga 
tahun lagi, kita benar-be-
nar sangat kuat di bidang 
energi,” kata Prabowo men-
ambahkan.

Lebih lanjut, Kepala Ne-
gara menegaskan bahwa 

pemerintah akan terus 
mendorong industrialisasi 
melalui hilirisasi. Menurut 
Presiden, hal ini merupa-
kan upaya untuk membuka 
peluang bagi anak bangsa 
untuk dapat menguasai 
pasar domestik dan mem-
perkuat kedaulatan indus-
tri nasional.

“Ini kesempatan untuk 
pengusaha-pengusaha 
muda bangkit. Karena kita 
tidak mau hanya jadi pa-
sarnya bangsa lain. Kita 
mau pasar Indonesia harus 
dinikmati oleh putra-putri 

Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan ter-

sebut, Presiden menga-
jak para pengusaha muda 
untuk mengambil peran 
dalam pembangunan na-
sional dengan menjunjung 
tinggi semangat nasiona-
lisme, gotong royong, serta 
kepatuhan terhadap hu-
kum.

“Anak-anak muda, pe-
mimpin-pemimpin muda, 
bangunlah budaya yang 
baik, nasionalis tapi kerja 
sama,” demikian Prabowo 
Subianto. ***

Kedua pihak sepakat bah-
wa hubungan yang harmo-
nis dan saling mendukung 
sangat diperlukan guna 
menunjang pelaksanaan 
tugas masing-masing serta 
mewujudkan situasi kam-
tibmas yang aman, damai, 
dan kondusif di wilayah 
Sulawesi Tengah.

Kabid Humas Polda Sul-
teng Kombes Pol Djoko 
Wienartono mengatakan, 
kunjungan silaturahmi Rek-
tor Universitas Tadulako 
merupakan langkah positif 
dalam memperkuat hu-

bungan kemitraan antara 
institusi pendidikan tinggi 
dan Kepolisian.

“Pertemuan ini mencer-
minkan komitmen bersama 
antara Polda Sulawesi Ten-
gah dan Universitas Tadu-
lako untuk terus menjalin 
komunikasi, koordinasi, 
dan kerja sama yang baik. 
Dukungan dari kalangan 
akademisi sangat penting 
dalam menciptakan situa-
si kamtibmas yang aman 
dan kondusif,” ujar Kabid 
Humas.

Menurutnya, perguruan 

tinggi memiliki peran strate-
gis dalam mencetak genera-
si muda yang berintegritas, 
berwawasan kebangsaan, 
dan memiliki kepedulian 
terhadap keamanan serta 
ketertiban di lingkungan 
masyarakat.

Kabid Humas berharap 
si laturahmi yang telah 
terjalin ini dapat semakin 
memperkuat sinergi antara 
Polda Sulawesi Tengah dan 
Universitas Tadulako dalam 
berbagai bidang, baik pen-
didikan, penelitian, pengab-
dian kepada masyarakat, 

maupun kegiatan-kegiatan 
yang mendukung tercip-
tanya stabilitas keamanan 
daerah.

“Kami berharap hubun-
gan baik ini terus terjaga 
dan berkembang menjadi 
kolaborasi yang lebih luas 
dan produktif. Dengan ke-
bersamaan dan dukungan 
semua pihak, termasuk ka-
langan akademisi, upaya 
menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat di 
Sulawesi Tengah dapat ter-
laksana secara optimal,” 
harapnya.*ENG

disusun benar-benar menja-
wab kebutuhan masyarakat.

“Tim lapangan diharap-
kan memberikan masukan 
nyata agar program yang 
disusun benar-benar meny-
entuh kebutuhan masyara-
kat di wilayah terpencil,” 
ujarnya.

Ia menegaskan, pemer-
intah tidak hanya berfokus 
pada bantuan sosial semata, 
tetapi juga berupaya meng-
hadirkan solusi yang meny-
entuh akar persoalan. Salah 
satunya melalui penyedi-
aan hunian yang layak bagi 
masyarakat yang selama ini 
tinggal dalam kondisi mem-
prihatinkan.

Pemerintah Kabupaten, 
kata Erwin, telah berkoordi-
nasi dengan Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah guna 
memprioritaskan pemban-
gunan rumah layak huni di 
kawasan-kawasan tersebut. 
Langkah itu nantinya akan 
diperkuat dengan pemetaan 

titik koordinat agar penan-
ganan dapat dilakukan seca-
ra lebih terarah dan efektif.

Selain persoalan tempat 
tinggal, keterbatasan infra-
struktur dasar juga menjadi 
perhatian. Akses jalan yang 
sulit, belum meratanya ja-
ringan listrik, hingga kete-
risolasian akibat minimnya 
layanan telekomunikasi di-
nilai turut memengaruhi 
tingginya angka kemiskinan 
dan anak putus sekolah.

“Dinas Komunikasi dan 
Informatika akan menan-
gani wilayah yang belum 
terjangkau sinyal, sedang-
kan Dinas Pendidikan akan 
mengevaluasi kondisi se-
kolah dan aksesibilitasnya,” 
tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan 
pentingnya validitas data 
sebagai fondasi perencanaan 
pembangunan. Ia meminta 
agar pemutakhiran data 
dilakukan secara berkala 
sehingga tidak terjadi kesen-

jangan antara kondisi di atas 
kertas dengan realitas yang 
dihadapi masyarakat.

Tim lapangan pun dimin-
ta mendokumentasikan ber-
bagai kondisi di lokasi, baik 
melalui foto maupun video, 
sebagai bahan evaluasi dan 
pertimbangan dalam pen-
yusunan program lanjutan.

Sebagai bentuk keseri-
usan, Pemerintah Kabupa-
ten Parigi Moutong berko-
mitmen mengalokasikan 
dukungan anggaran mel-
alui perubahan APBD. Di 
saat yang sama, pemerintah 
juga tengah mengupayakan 
bantuan alat berat yang 
diharapkan dapat tiba pada 
akhir tahun untuk memban-
tu pembukaan akses jalan 
menuju wilayah-wilayah 
yang masih terisolasi.

Bagi Pemerintah Daerah, 
keberhasilan pembangunan 
tidak hanya diukur dari ber-
dirinya infrastruktur, tetapi 
juga dari semakin sedikitnya 

warga yang hidup dalam 
kemiskinan serta semakin 
banyak anak yang kembali 
memperoleh haknya atas 
pendidikan.

“Kami berharap seluruh 
permasalahan mendasar di 
daerah terpencil dapat di-
selesaikan secara bertahap, 
sehingga angka kemiskinan 
dan jumlah anak tidak se-
kolah dapat terus ditekan 
hingga tuntas pada akhir 
masa jabatan kami,” pung-
kas Erwin.

FGD tersebut menjadi 
penegasan bahwa pemban-
gunan di Parigi Moutong 
diarahkan untuk menjang-
kau mereka yang selama ini 
berada di garis terluar pela-
yanan. Sebab, di balik jalan-
jalan terjal dan keterbatasan 
yang membelenggu wila-
yah terpencil, ada harapan 
masyarakat yang menanti 
untuk diwujudkan melalui 
kebijakan yang hadir secara 
nyata. AJI

ujar Roberth.
Roberth menambahkan 

bahwa Pertamina Patra Ni-
aga terus memastikan ke-
tersediaan energi di seluruh 
wilayah Indonesia, baik 
untuk produk BBM sub-
sidi maupun nonsubsidi, 
agar kebutuhan masyarakat 
dan sektor usaha dapat ter-
penuhi dengan baik.

“Pasokan seluruh produk 
BBM dalam kondisi aman. 
Pertamax dan Pertamax 
Green tetap tersedia di ja-
ringan SPBU Pertamina, 
sementara Pertalite dan 
Biosolar subsidi juga terus 
disalurkan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk me-
menuhi kebutuhan masyara-

kat yang berhak menerima,” 
lanjutnya.

Untuk wilayah Sulawesi, 
seluruh penyaluran BBM 
baik subsidi maupun non-
subsidi tetap berjalan nor-
mal. Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi memasti-
kan stok BBM dalam kondisi 
aman dan layanan di se-
luruh SPBU tetap beroperasi 
untuk memenuhi kebutuhan 
energi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga 
juga terus berkomitmen 
menghadirkan produk BBM 
berkualitas yang dapat di-
pilih masyarakat sesuai ke-
butuhan dan spesifikasi 
kendaraan masing-masing.

Masyarakat dapat mem-

peroleh informasi harga 
BBM terbaru melalui kanal 
resmi Pertamina Patra Niaga 
maupun aplikasi MyPerta-
mina.

Harga BBM Subsidi 
Tetap

Sebagai badan usaha yang 
mendapat penugasan dari 
pemerintah dalam penyalu-
ran BBM subsidi, Pertamina 
Patra Niaga memastikan 
harga jual Pertalite dan Bio-
solar tidak mengalami pe-
rubahan.

* Pertalite: Rp10.000 per 
liter (tetap)

* Biosolar: Rp6.800 per 

liter (tetap)

Daftar Harga BBM Retail 
Non Subsidi melalui SPBU 
per 10 Juni 2026

Pertamax Series
* Pertamax (RON 92): 

dari Rp12.600/liter menjadi 
Rp16.650/liter

* Pertamax Green 95 (RON 
95): dari Rp12.900/liter men-
jadi Rp17.000/liter

* Pertamax Turbo (RON 
98): Rp21.200/liter (tetap)

Dex Series
*  D e x l i t e  ( C N  5 1 ) : 

Rp23.500/liter (tetap)
* Pertamina Dex (CN 53): 

Rp25.350/liter (tetap). WAN 

satu fasilitas strategis untuk 
mendukung pelaksanaan 
tugas pengawasan dan pen-
gamanan perairan.

Menurut Eko, adanya 
stasiun itu bisa meningkat-
kan efektivitas pemantauan 
aktivitas di wilayah laut 
Tolitoli sebagai salah satu 
jalur pelayaran dan aktivi-
tas masyarakat pesisir.

“Jadi Bakamla selalu be-
rupaya memperkuat kerja 
sama dengan pemerintah 
daerah agar pengawasan 

wilayah laut dapat berjalan 
lebih optimal,” ucapnya.

Ia menuturkan, stasiun 
peringatan dini juga mem-
percepat respons terhadap 
berbagai potensi pelang-
garan di wilayah perairan 
termasuk aktivitas ilegal 
yang dapat mengganggu 
keamanan dan ketertiban 
laut.

“Pada intinya fasilitas ini 
nantinya bisa mendukung 
upaya pencegahan serta 
penanganan dini terhadap 

berbagai ancaman yang ber-
potensi terjadi di kawasan 
pesisir,” sebutnya.

Sementara  i tu  Wakil 
Bupati Tolitoli Mohammad 
Besar Bantilan mengata-
kan, rencana pembangunan 
Kantor Stasiun Peringatan 
Dini Bakamla RI semakin 
memperkuat keamanan laut 
di daerah tersebut.

“Melalui fasilitas pen-
gawasan ini memberikan 
manfaat besar bagi daerah 
khususnya dalam mendu-

kung terciptanya keama-
nan, keselamatan pelay-
aran, serta perlindungan 
sumber daya kelautan di 
Tolitoli, “ kata Besar Ban-
tilan.

Ia menjelaskan ke depan 
pengawasan wilayah pe-
rairan dapat semakin kuat, 
sehingga mampu mencip-
takan kondisi laut yang 
aman, tertib, dan kondusif 
bagi masyarakat serta ber-
bagai aktivitas maritim di 
Kabupaten Tolitoli. ANT

 Direktur of Marketing 
Telkomsel, Lionel Chng, 
menyampaikan, pihaknya 
memahami bahwa Piala 
Dunia bukan hanya tentang 
pertandingan, tetapi per-
jalanan yang menyatukan. 
Telkomsel berkomitmen 
memastikan pelanggan di 
seluruh Indonesia dapat 
menikmati setiap momen, 
dari babak awal hingga final, 
dengan mudah dan nyaman.

 Telkomsel juga mengha-
dirkan paket data khusus 
Piala Dunia 2026, mulai 
dari paket Bola Gembira 
MAXStream TV 7 hari den-

gan kuota 300MB seharga 
Rp25.000 dan paket Bola 
Gembira MAXStream TV 
60 hari dengan kuota 5,5 GB 
seharga Rp85.000. Seluruh 
paket dapat dibeli melalui 
aplikasi MyTelkomsel dan 
digunakan untuk menik-
mati pertandingan melalui 
MAXStream TV, dengan 
harga telah termasuk pajak 
dan tersedia bagi seluruh 
pelanggan. 

Melengkapi pengalaman 
tersebut, Telkomsel meng-
hadirkan berbagai inisiatif 
engagement, mulai dari non-
ton bareng di sejumlah kota 

hingga program gamifikasi 
dengan reward menarik, 
termasuk kesempatan per-
jalanan wisata ke Amerika 
Serikat. Inisiatif ini memper-
kaya pengalaman pelanggan 
agar lebih interaktif dan 
berkesan. 

Direktur Pengembangan 
dan Usaha TVRI, Retno 
Wulan Kartiko Purbodjati, 
menambahkan TVRI berko-
mitmen memastikan seluruh 
pertandingan dapat diakses 
lebih luas melalui siaran 
Free-To-Air maupun lay-
anan OTT, sehingga seluruh 
masyarakat Indonesia dapat 

menikmati Piala Dunia tan-
pa batasan. 

Kolaborasi ini turut mem-
buka peluang pengemban-
gan engagement digital, 
mulai dari highlight hingga 
konten interaktif, serta mem-
perkuat ekosistem digital 
nasional. 

Sebagai wujud komitmen 
Melayani Sepenuh Hati, 
Telkomsel terus memasti-
kan layanan yang mudah, 
andal, dan relevan, sehingga 
setiap momen penting dapat 
dinikmati masyarakat den-
gan nyaman di mana pun 
berada.*HJ

SULTENG RAYA - Duel 
Meksiko vs Afrika Selatan 
sebagai laga pembuka  Pia-
la Dunia 2026 merupakan 
ulangan edisi 2010 dengan 
pertemuan serupa.

Jadwal Meksiko vs Afrika 
Selatan pada Piala Dunia 2026 
bergulir di Stadion Mexico 

City, Jumat (12/6) pukul 02.00 
WIB. Kedua kubu kembali 
bersua di laga pembuka sete-
lah memori sama terjadi dua 
windu lalu di Piala Dunia 
2010.

Kala itu pertandingan ber-
langsung di Stadion Soccer 
City, Johannesburg. Laga ter-

sebut jadi salah satu pembuka 
Piala Dunia paling ikonik ke-
tika sorak puluhan ribu pen-
onton pecah usai gol Siphiwe 
Tshabalala di menit ke-55.

“Tsabalalaaa! Bafana Ba-
fana! Goal for South Africa, 
goal for all Africa!” demikian 
pekik komentator legenda-

ris Peter Drury, mengiringi 
tarian Diski Tshabalala dan 
rekan-rekan setim di pinggir 
lapangan.

Laga tersebut berakhir 1-1. 
Kubu tamu, Rafael Marquez 
mencetak gol balasan di me-
nit ke-79. Sejak saat itu Afrika 
Selatan dan Meksiko tak per-

nah lagi berjumpa di ajang 
resmi.

Barulah di Piala Dunia 
2026 remedi bakal terjadi. 
Kini giliran Meksiko sebagai 
salah satu tuan rumah bakal 

menjamu Afrika Selatan pada 
laga perdana Gempita Bola 
Dunia 2026.

Ulangan laga pembuka 
Piala Dunia pernah terjadi 
pada edisi 1950 dan 1954. 

Pada Piala Dunia 1950, tuan 
rumah Brasil berjumpa Mek-
siko. Kemudian empat tahun 
kemudian ketika Swiss jadi 
penyelenggara, Brasil kem-
bali melawan Meksiko. CNN
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Dari jumlah tersebut, 
4.927 peserta mengikuti uji-
an di Media Center Untad, 
sementara 152 peserta men-
gikuti seleksi di Program 
Studi di Luar Kampus Uta-
ma (PSDKU).

Pelaksanaan UTBK Jalur 
Mandiri berlangsung pada 
10 hingga 18 Juni 2026 di 
Media Center Untad. Se-
mentara ujian tertulis bagi 
peserta PSDKU dijadwalkan 
berlangsung pada 2 Juli 
2026,  hasil seleksi akan di-
umumkan pada 7 Juli 2026.

Sebanyak 5.079 peser-
ta tersebut memperebut-
kan sisa kuota penerimaan 
mahasiswa baru sebanyak 
2.413 kursi yang tersedia di 
berbagai program studi di 
lingkungan Untad.

Saat membuka pelaksa-
naan UTBK Jalur Mandiri, 
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. 
Amar, ST., MT., menegas-
kan bahwa universitas yang 
dipimpinnya tidak akan 
melakukan penambahan 
kuota penerimaan mahasis-
wa baru di luar yang telah 
ditetapkan.

“ D a l a m  t i g a  t a h u n 
terakhir tidak ada penam-
bahan kuota. Jadi, kuota 
yang kita masukkan ke ke-
menterian itulah yang men-
jadi sasaran kita. Yang kita 
lakukan adalah pemenuhan 
kuota, bukan penamba-
han,” ujar Prof. Amar, Rabu 
(10/6/2026).

Menurutnya, kebijakan 
tersebut merupakan ben-
tuk dukungan terhadap 
keberlangsungan Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) agar ca-
lon mahasiswa yang belum 
tertampung di Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) ma-
sih memiliki kesempatan 
melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi swasta.

Dalam arahannya, Prof. 
Amar juga menitipkan se-
jumlah harapan kepada 
panitia pelaksana. Ia mene-
kankan pentingnya menjaga 
transparansi, objektivitas, 
dan akuntabilitas dalam 
seluruh tahapan seleksi.

Selain itu, ia meminta 
agar integritas pelaksanaan 
ujian tetap dijaga dengan 
mencegah berbagai bentuk 
pelanggaran, seperti praktik 
perjokian dan kecurangan 
lainnya.

“Pelaksanaan tes mandiri 
ini harus menjunjung tinggi 
transparansi, objektivitas, 
dan akuntabilitas. Kita juga 
harus memastikan tidak ada 
praktik-praktik kecurangan 
maupun perjokian dalam 
proses seleksi,” tegasnya.

Rektor juga mengingatkan 
pentingnya memberikan 
pelayanan yang prima dan 
humanis kepada seluruh 
peserta ujian. 

Menurutnya, dukungan 
dari berbagai pihak, ter-
masuk tenaga kesehatan 
dari rumah sakit dan Pusat 

SERAH Terima Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) UTBK-Seleksi Mandiri Untad 2026, dari 
Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT ke Wakil Ketua SMMPTN, Sutriyani, S.P., M.P, Rabu 
(10/6/2026). FOTO: HUMAS

Jalur Mandiri Untad,  5.079 Peserta 
Bersaing Rebut 2.413 Kursi

SULTENG RAYA-Universitas Tadulako 
(Untad) resmi memulai pelaksanaan Ujian 
Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Jalur Man-
diri Tahun 2026 yang diikuti sebanyak 5.079 
peserta.

Neuro Sains Universitas 
Kedokteran (PNUK), men-
jadi bagian penting dalam 
memastikan kenyamanan 
peserta selama mengikuti 
ujian.

Selain itu, ia mendorong 
seluruh panitia untuk te-
rus meningkatkan disiplin 
dan profesionalisme dalam 
menjalankan tugas serta 
memberikan pelayanan ad-
ministrasi yang cepat dan 
tepat.

Prof. Amar berharap se-
luruh peserta dapat berkom-
petisi secara sehat dan jujur 

sehingga Untad mampu 
menjaring mahasiswa-ma-
hasiswa unggul yang memi-
liki kemampuan akademik 
terbaik.

“Kita ingin mendapatkan 
mahasiswa-mahasiswa yang 
unggul melalui proses selek-
si yang jujur dan sehat. Den-
gan demikian, mahasiswa 
yang diterima benar-benar 
memiliki kemampuan yang 
dapat mendukung prestasi 
akademik di Universitas 
Tadulako,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, 
Prof. Amar juga menyam-

paikan apresiasi kepada tim 
penyusun soal dan seluruh 
panitia pelaksana tes man-
diri. Ia menilai kualitas soal 
yang digunakan selama ini 
telah memenuhi standar 
kelayakan dan kepatutan.

Menurutnya, berdasar-
kan hasil evaluasi beberapa 
tahun terakhir, materi ujian 
yang disusun tidak terlalu 
sulit maupun terlalu mudah, 
sehingga dianggap sesuai 
dengan kemampuan lulusan 
SMA dan memiliki tingkat 
kesetaraan yang baik den-
gan seleksi sejenis. ENG

SULTENG RAYA  –  Rek-
tor Universitas Tadulako 
(Untad) Prof. Dr. Ir. Amar, 
ST., MT memastikan jika Iu-
ran Pengembangan Institusi 
(IPI) di kampus ini hanya 
berlaku di Program Studi 
(Prodi) Kedokteran.

Hal  tersebut  d isam-
paikan pada pembukaan 
UTBK Jalur Mandiri, Rabu 
(10/6/2026). Sekalipun kata 
Prof Amar,  ada usulan jika 
IPI diberlakukan di seluruh 
Prodi, bahkan kampus juga 
sempat mempertimbangkan 
untuk menaikkan UKT pada 
prodi-prodi yang dinilai 
UKT-nya masih sangat kecil.

Namun setelah memper-
timbangkan kondisi pereko-
nomian dan adanya masu-
kan dari kementerian, maka 
pihak universitas menun-
da pemberlakuan IPI dan 
membatalkan kenaikan UKT 
pada tahun ini. “Sehinggga 
IPI hanya diterapkan khusus 
untuk prodi Kedokteran,”u-
jar Prof Amar.

Amar

Untad, IPI Hanya 
Berlaku di Prodi 

Kedokteran
Keputusan ini sebut-

nya, juga telah disampai-
kan ke seluruh civitas dan 
mendapatkan apresiasi ka-
rena dinilai mendukung 
kondisi ekonomi masyara-
kat melalui langkah efisien-
si. Meskipun ada penundaan 
IPI dan tidak ada kenaikan 
UKT, pihak kampus me-
mastikan bahwa hal tersebut 
tidak akan mengganggu ku-
alitas pelayanan dan sistem 
pembelajaran mahasiswa. 

Semua proses belajar men-
gajar tetap berjalan normal 
dan optimal karena didu-
kung oleh perencanaan serta 
pengelolaan keuangan yang 
baik, terbukti dengan raihan 
predikat WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) pada tahun 
2025. Dana yang ada juga 
dipastikan tetap meng-co-
ver seluruh kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, 
termasuk bidang penelitian.

Lebih lanjut, dijelaskan 
bahwa aturan nominal IPI 
disesuaikan dengan aturan 
yang berlaku, yaitu mak-
simal empat kali lipat dari 
Biaya Kuliah Tunggal (BKT), 
bukan UKT. Sebagai contoh, 
prodi Kedokteran memiliki 
BKT sekitar Rp75 juta per 
tahun, sehingga nilai maksi-
mal IPI-nya berada di angka 
Rp300 juta (diturunkan dari 
rencana awal sebesar Rp350 
juta agar tidak menyalahi 
aturan BKT). 

Sementara untuk sistem 
pembayarannya, dalam tiga 
tahun terakhir IPI wajib di-
bayarkan secara langsung 
satu kali di awal demi keter-
tiban administrasi dan tata 
kelola keuangan kampus, 
guna menghindari adanya 
tunggakan seperti tahun-
tahun sebelumnya. MG1

SULTENG RAYA- Wa-
kil Wali Kota Palu, Imelda 
Liliana Muhidin, menerima 
audiensi perwakilan penye-
lenggara ajang Putra Putri 
Anak Remaja Nusantara Su-
lawesi Tengah di ruang ker-
janya, Rabu (10/06/2026).

Audiensi tersebut mem-
bahas rencana pelaksanaan 
ajang pemilihan putra-putri 
daerah yang akan dige-
lar pada akhir Juli 2026.  
Kegiatan ini direncanakan 
menjadi yang pertama kali 
diselenggarakan di Sulawesi 
Tengah dan akan melibat-
kan peserta dari berbagai 
jenjang pendidikan.

Founder Putra Putri Anak 
Remaja Nusantara Sulawesi 
Tengah, Januar Christian, 
menjelaskan bahwa pihak-
nya sengaja menemui Wa-
kil Wali Kota Palu untuk 
memperkenalkan program 
sekaligus membangun siner-
gi dengan Pemerintah Kota 
Palu dalam menyukseskan 

kegiatan tersebut.
Menurut Januar, ajang ini 

diharapkan menjadi wadah 
pengembangan potensi ge-
nerasi muda sekaligus ruang 
bagi anak-anak dan remaja 
untuk menunjukkan ke-
mampuan, kreativitas, serta 
kepercayaan diri mereka.

“Ini merupakan peren-
canaan pertama pemilihan 
Putra Putri Anak Remaja 
Nusantara di Sulawesi Ten-
gah. Kami datang untuk 
meminta dukungan Peme-
rintah Kota Palu karena ini 
merupakan event baru yang 
kami harapkan bisa menjadi 
kebanggaan daerah,” ung-
kapnya.

Dalam kesempatan itu, 
pihak penyelenggara juga 
menyampaikan undangan 
kepada Wakil Wali Kota 
Palu untuk menghadiri 
malam puncak pemilihan 
sekaligus berpartisipasi se-
bagai dewan juri pada ajang 
tersebut.

Januar menerangkan bah-
wa peserta yang akan men-
gikuti seleksi berasal dari 
tingkat SD, SMP, hingga 
SMA. 

Oleh karena itu, koordi-
nasi awal dilakukan dengan 
Pemerintah Kota Palu men-
gingat sebagian kategori pe-
serta berada dalam lingkup 
kewenangan pemerintah 
kota melalui sektor pendi-
dikan.

“Karena untuk kategori 
SD dan SMP berada dalam 
kewenangan pendidikan 
di tingkat Kota Palu, maka 
kami memulai koordinasi 
melalui Pemerintah Kota 
Palu terlebih dahulu. Ke-
hadiran kami hari ini juga 
untuk meminta dukungan 
agar kegiatan ini dapat ber-
jalan dengan baik,” jelasnya.

Ia menilai Pemerintah 
Kota Palu memiliki perha-
tian besar terhadap kegi-
atan-kegiatan yang bero-
rientasi pada pembinaan 

karakter dan pengembangan 
kapasitas generasi muda. 

Hal tersebut tercermin 
dari respons positif yang 
diberikan Wakil Wali Kota 
Palu terhadap rencana 
penyelenggaraan ajang ter-
sebut.

“Responnya baik sekali. 
Pemerintah Kota Palu men-
dukung agar anak-anak Palu 
bisa lebih mandiri, lebih 
kreatif, dan memiliki kegi-
atan-kegiatan positif yang 
dapat membangun generasi 
muda ke arah yang lebih 
baik,” kata Januar.

Audiensi berlangsung 
dalam suasana hangat dan 
penuh semangat kolabora-
si. Pemerintah Kota Palu 
diharapkan dapat membe-
rikan dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang 
dinilai mampu menjadi sa-
rana pembinaan generasi 
muda melalui berbagai ak-
tivitas kreatif, edukatif, dan 
inspiratif. ABS

WAKIL Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin,  menjadi salah satu 
narasumber dalam Simposium Edukasi HIV/AIDS yang diseleng-
garakan oleh eLSAM Universitas Tadulako, Senin (8/06/2026). 
FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Data Terbaru, 2024 Kasus 
HIV/AIDS di Kota Palu

SULTENG RAYA- Wakil 
Wali Kota Palu, Imelda Lili-
ana Muhidin,  menjadi salah 
satu narasumber dalam Sim-
posium Edukasi HIV/AIDS 
yang diselenggarakan oleh 
eLSAM Universitas Tadula-
ko, Senin (8/06/2026).

Kegiatan yang berlangs-
ung di Conference Room 
Fakultas Ekonomi Univer-
sitas Tadulako tersebut di-
hadiri oleh mahasiswa dan 
civitas akademika kampus 
setempat. 

Turut hadir sebagai na-
rasumber lainnya Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Palu, 
dr. Rochmat Jasin.

Dalam paparannya, Wakil 
Wali Kota Imelda menyam-
paikan apresiasi kepada 
para mahasiswa dan civi-
tas akademika Universitas 
Tadulako yang telah men-
ginisiasi kegiatan edukatif 
tersebut.

“Topik hari ini sangat me-
narik. Terima kasih banyak 
kepada para mahasiswa dan 
civitas akademika yang telah 
mengundang kami untuk 
memberikan informasi ber-
kaitan dengan HIV/AIDS,” 
ujar wakil wali kota.

Pada kesempatan terse-
but, Wakil Wali Kota Imelda 
mengungkapkan bahwa 
persoalan HIV/AIDS masih 

menjadi tantangan serius 
bagi Kota Palu. 

Wakil wali kota menjelas-
kan bahwa berdasarkan data 
terbaru yang diterimanya, 
terdapat peningkatan jum-
lah kasus dibandingkan data 
sebelumnya.

“Dua minggu lalu ketika 
saya berada di Vatulemo, 
data yang saya terima ma-
sih 2022 kasus. Sekarang 
datanya sudah 2024 kasus, 
artinya terdapat penamba-
han dua kasus HIV/AIDS. 
Di satu sisi saya senang 
karena ini menunjukkan 
proses skrining yang dila-
kukan Pemerintah Kota Palu 
berjalan dengan baik. Tetapi 
di sisi lain saya sedih, karena 
angka ini bukan angka yang 
main-main. Ini angka yang 
besar,” ungkap wakil wali 
kota.

Menurut wakil wali kota, 
Kota Palu saat ini masih 
menempati posisi pertama 
di Sulawesi Tengah dalam 
jumlah kasus HIV/AIDS, 
sehingga diperlukan perha-
tian dan penanganan serius 
dari seluruh pihak.

“Ini tidak boleh dipan-
dang enteng. Memang di 
satu sisi Kota Palu merupa-
kan ibu kota provinsi dan 
menjadi pusat aktivitas 
masyarakat, termasuk para 

perantau dan mahasiswa 
dari berbagai daerah yang 
datang untuk menempuh 
pendidikan. Namun kondisi 
ini harus kita antisipasi ber-
sama,” kata wakil wali kota.

Wakil wali kota menje-
laskan bahwa Pemerintah 
Kota Palu telah menjalankan 
berbagai program pencega-
han dan edukasi, termasuk 
melalui pelibatan para duta 
dan relawan yang turun 
langsung ke masyarakat 
untuk memberikan sosiali-
sasi mengenai bahaya serta 
pencegahan HIV/AIDS.

Wakil wali kota juga men-
gaku prihatin ketika perta-
ma kali menerima laporan 
terkait kasus HIV/AIDS di 
Kota Palu, termasuk ada-
nya penderita yang telah 
terpapar sejak usia sekolah 
dasar.

“Saya sedih ketika perta-
ma kali disampaikan lapo-
ran terkait kasus AIDS. Bah-
kan ada yang mengidapnya 
sejak usia SD. Ini menjadi 
perhatian kita bersama,” 
ujar wakil wali kota.

Karena itu, Wakil Wali 
Kota Imelda mengajak ka-
langan mahasiswa untuk 
turut mengambil peran aktif 
dalam upaya pencegahan 
dan penanggulangan HIV/
AIDS melalui berbagai ide, 
inovasi, dan kegiatan eduk-
asi yang menyasar generasi 
muda.

“Caranya adalah dengan 
berkolaborasi. Ketika kali-
an memiliki ide, mari kita 
sama-sama bergerak. Pe-
merintah tidak bisa bekerja 
sendiri. Perlu dukungan 
dari mahasiswa, akademisi, 
komunitas, dan seluruh ele-
men masyarakat agar kita 
dapat menekan angka kasus 
HIV/AIDS di Kota Palu,” 
ungkap wakil wali kota.

Melalui simposium terse-
but, diharapkan kesadaran 
dan pemahaman mahasiswa 
mengenai HIV/AIDS se-
makin meningkat, sehingga 
dapat menjadi agen edukasi 
di lingkungan masing-ma-
sing dalam mendukung 
upaya pencegahan penye-
baran HIV/AIDS di Kota 
Palu. ABS

FOUNDER Putra Putri Anak Remaja Nusantara Sulawesi Tengah, Januar Christian, bertemu Wawali Imelda Liliana Muhidin, Rabu 
(10/06/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Ajang Pemilihan Putra Putri Anak Remaja 
Nusantara Bakal Digelar Akhir Juli


